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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI PASAR TRADISIONAL MARELAN

SALSABILLA
NPM: 2103100026

ABSTRAK

Kota Medan memiliki banyak pasar tradisional yang cukup ramai oleh
pedagang dan para pembeli. Keberadaan Pasar Tradisional sering mengalami
masalah ketertiban dan ketentraman umum. Misalnya, para pedagang sering
menggunakan bahu jalan untuk berjualan dan parkir kendaraan mereka berhenti di
pinggiran jalan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, yang menyebabkan
kemacetan di sekitar pasar terutama di area Pasar Tradisional Marelan. Disamping
itu, kesenjangan ini terjadi karena kurangnya komitmen terhadap pengawasan dari
pihak berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penelitian ini dilakukan
untuk melihat sejauh mana penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
diimplementasikan di Pasar Tradisional Marelan, termasuk faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik
pengumpulan data berupa data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder
(dokumentasi dan literatur). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Pasar Tradisional Marelan masih menghadapi sejumlah masalah yang
perlu ditangani. Salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah
kurangnya pengawasan pemerintah yang konsisten. Selain itu, pedagang dan
masyarakat kurang menyadari dan mematuhi peraturan serta terbatasnya fasilitas
dan area parkir yang memadai. Namun, solusi yang lebih kompleks diperlukan
untuk meningkatkan kinerja kebijakan ini. Diantaranya adalah pengawasan yang
lebih jelas, penertiban dan sosialisasi berkala, sanksi yang tegas, dan kerja sama dan
koordinasi antara pemerintah daerah, pedagang, dan aparat keamanan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum,
Pasar Tradisional Marelan.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Medan memiliki banyak sekali pasar tradisional yang cukup ramai oleh
pedagang dan para pembeli seperti Pasar Tradisional Marelan, Pasar Sukaramai,
Pasar Simpang Limun, dan lain-lain. Menurut data BPS Kota Medan (2019) dalam
(Arrazy, 2020) Saat ini, persebaran pasar tradisional di Sumatera Utara sebanyak
770 unit, dan Kota Medan terdapat 53 unit pasar tradisional yang terdiri dari 11.605
kios, 9.392 stan dan 68 toko. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2008
mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang didirikan dan dikelola oleh
pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah, serta koperasi dan swadaya masyarakat. Pasar tradisional
dapat terdiri dari toko, kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang
kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil, dan memiliki proses jual Pasar tradisional juga merupakan tempat
penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, tidak jarang pasar

tradisional tersedia bahkan di tempat yang tidak seharusnya.

Keberadaan pasar tradisional sering kali diwarnai dengan berbagai masalah
ketertiban dan ketentraman umum, seperti Pasar Tradisional sering membuat
kemacetan yang lumayan parah dikarenakan para pedagang yang sering

menggunakan bahu jalan untuk berjualan ditambah lagi adanya kendaraan yang



parkir atau berhenti dipinggiran jalan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari,
sehingga menimbulkan kemacetan di kawasan pasar tesebut. Misalnya seperti
pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di bahu jalan kawasan pasar 5
marelan, Pasar Tradisional marelan yang merupakan hak bagi pengguna jalan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021
mengatur ketentraman dan ketertiban umum. Diharapkan peraturan ini akan
membantu menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai hal diatur dalam peraturan
ini, termasuk lokasi penjualan, waktu buka pasar, dan sanksi untuk pelanggaran.
Meskipun peraturan ini sudah ada, masih ada masalah untuk diteliti lebih lanjut
tentang bagaimana diterapkan di lapangan. Meskipun pedagang kaki lima (PKL)
tidak sepenuhnya mendukung kebijakan ini, tujuannya adalah untuk memastikan
PKL mendapatkan fasilitas yang layak dan meningkatkan rasa disiplin masyarakat
(merdeka.com, 2021). Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur
komunitas dan wilayahnya sendiri, menurut isi Undang-Undang No 23 Tahun 2014.
Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi lebih lanjut tentang peraturan yang ada
sangat penting.

Setelah dikeluarkannya Kebijakan dan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, ternyata masih sangat banyak masyarakat yang
sudah melanggar dan tidak mematuhi peraturan mengenai ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat tersebut. Peraturan yang dilanggar selalu dalam
penyalahgunaan fasilitas umum terutama trotoar. Dalam Peraturan Walikota Medan
Nomor 10 Tahun 2021 memuat pasal sebagai berikut: Pasal 29 yang berisi: “Setiap

orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk



melakukan sesuatu usaha atau berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-
tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak
mengganggu keindahan dan estetika kota”. Dari peraturan tersebut sudah jelas
bahwa terdapat larangan untuk mendirikan usaha di jalan dan jalur hijau tanpa izin
atau sifatnya mengganggu. Meskipun peraturan ini sudah ada, penerapannya di
lapangan masih menjadi tantangan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Secara teori, peraturan tersebut seharusnya dapat menciptakan ketertiban
dan ketentraman, namun kenyataannya, banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas, yang menjadi dasar
penting untuk diteliti lebih lanjut. Menurut Nugroho (2021), kesenjangan ini sering
kali disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pihak berwenang dalam
menegakkan peraturan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pasar tradisional di
Indonesia mengalami masalah serupa, yaitu ketidaktertiban dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2021) menemukan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pasar dapat meningkatkan ketertiban.
Penelitian lain oleh Wati (2020) juga menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah
dari pihak berwenang menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan

pedagang.

Di Pasar Tradisional Marelan, fenomena ketidaktertiban menjadi perhatian
utama. Banyak pedagang yang berjualan di area yang tidak semestinya, seperti di
trotoar dan jalan raya, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung dan arus lalu

lintas. Buruknya kondisi ini menyebabkan jalan di kawasan ini sering mengalami



kemacetan. Hal ini menciptakan kesan yang tidak rapi dan mengurangi daya tarik
pasar. Menurut data dari Dinas Perdagangan Kota Medan, sekitar 60% pedagang di
pasar ini tidak mematuhi ketentuan yang ada (Dinas Perdagangan Kota Medan,

2022).

Selanjutnya, seperti yang dikutip dari salah satu media online yang ada di
medan, pengendara mobil di jalan tersebut berkata, “Belakangan ini, terutama pada
pagi dan sore hari kenyamanan pengguna jalan, saat melintas di kawasan Pasar 5
Marelan sangat terganggu. Pedagang kaki lima mendirikan lapak dagangan di bahu
jalan. Seharusnya mereka masuk ke areal pasar tradisional yang telah disediakan
pemerintah” (hariansib.com, 2023). Sedangkan sejumlah pedagang yang berada di
pinggir jalan mengaku mereka terpaksa berjualan di pinggir jalan demi mencari
makan, selain cepat laris namun juga mereka sudah membayar lapak, parkir,
kebersihan serta uang lainnya. "Pokoknya kami dah bayar kutipan perhari nya capai

Rp10.000" ungkap PKL di pasar tersebut. (martabesumut.com, 2019).

Menurut kedua berita di atas, dapat disimpulkan bahwa di Pasar Tradisional
Marelan ada kemacetan karena posisi para pedagang kaki lima (PKL) selalu
memakan bahu jalan, yang sangat meresahkan dan mengakibatkan kerugian bagi
banyak pengguna jalan. Pasar Tradisional Marelan telah ditertibkan oleh Satpol PP
karena padatnya, tetapi PKL tetap berdagang di bahu jalan hingga saat ini. Oleh
karena itu, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah, masyarakat, dan
pedagang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan dalam menjaga

ketertiban pasar.



Dalam konteks ini, penelitian ini akan berfokus pada analisis implementasi
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut diterapkan, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
implementasi. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat

untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman di pasar tradisional.

Berdasarkan latar belakang di atas, tampaknya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2021 tidak berjalan dengan baik dan tidak menerapkan kebijakan secara
menyeluruh. Studi tentang bagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
diterapkan di Pasar Marelan sangat penting. Oleh karena itu, penelitian dengan
judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan" akan membahas masalah ini.
Dalam konteks ini, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar
Tradisional Marelan diterapkan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa solusi yang

tepat akan ditemukan untuk memperbaiki pasar tradisional tersebut.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan melibatkan pedagang, pengunjung pasar, dan pihak
berwenang (seperti Pegawai PUD Pasar Medan dan Satpol PP) sebagai subjek
penelitian. Penelitian tidak akan mencakup pandangan dari pihak lain yang tidak

terlibat langsung dalam aktivitas di pasar.



1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dan
juga didasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi

Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Marelan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat membuat tujuan
penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diimplementasikan di
Pasar Tradisional Marelan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diambil berdasarkan:

1. Teoritis: Kontribusi pada pengembangan teoritis dalam bidang kebijakan
publik, manajemen pasar dan ketertiban umum. Hasil penelitian dapat
menambah wawasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

terhadap PKL di Pasar Tradisional Marelan.



2. Praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan

kepada pemerintah daerah tentang cara yang lebih baik untuk mengelola

kawasan pasar dan menertibkan pedagang kaki lima, sehingga pasar

menjadi lebih teratur dan menyenangkan bagi pengunjung.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB |1

BAB I11

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

: URAIAN TEORITIS
Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang dilandasi
penelitian yang akan menguraikan tentang kebijakan publik,
implementasi kebijakan dan teori indikator pendukung William N.
Dunn.

: METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi
penelitian, informan/naraumber, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, waktu dan lokasi penelitian yang akan dilakukan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi menguraikan hasil pengamatan dari hasil
penelitian dari sumber data.

: PENUTUP



Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari
hasil penelitian.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Subarto (2018:3) kebijakan adalah sebuah instrument
pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut
aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaaan
sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan
suatu tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian
sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur, mengarahkan dan
mengembangkan dinamika interaksi baik di dalam komunitas maupun antara
komunitas dengan lingkungannya sehingga memperoleh kebaikan yang efektif.
Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho (2017) adalah alat dari suatu
komunitas yang melembaga untuk mencapai social perceptions of kindness.

Thomas R. Dye (Anggara, 2019:35) mengatakan, “public policy is
Whatever governments choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).
Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup apa yang pemerintah
tidak lakukan dan apa yang pemerintah lakukan ketika menangani masalah

publik. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang
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dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh masyarakat
sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena
dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.
Selanjutnya, kebijakan publik sebagai hipotesis sebab-akibat. Asumsi tentang
perilaku selalu menentukan kebijakan. Oleh karena itu, pengertian-pengertian
kebijakan publik di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang secara sah
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakatnya, dan pemilihan
yang dibuat oleh pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak
diwujudkan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk
kedalam apa yang oleh David Easton (Solichin, 2018:6) sebut sebagai
“authorities in apolitical system” yaitu penguasa dalam suatu sistem politik
yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau
perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna
kebijakan publik sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh

Pemerintah.

2. Kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan

publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan.

3. Kebijakan yang mengatur semua yang ada di domain lembaga

administrator publik.
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4. Kkebijakan yang nilai dari manfaat harus selalu senantiasa untuk

kepentingan masyarakat.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (2010: 22-24), antara lain:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai
perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem
politik modern merupakan suatu Tindakan yang direncanakan.

2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan
dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat
pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-
undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan Keputusan yang ada
sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.

4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang
benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.

5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang
akan menjadi masalah dengan itu pemerinta harus mengikuti/campur tangan

dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.



12

2.1.3 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik

Untuk menyusun dan mencapai keefektifan dalam kegiatan pemerintahan, maka
prinsip-prinsip kebijakan publik tersebut digunakan untuk dasar dari segala urusan
pemerintahan. Untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien maka prinsip

dalam pengelolaan kebijakan publik yaitu :

a. Formulasi kebijakan, yaitu bagaimana cara merumuskan kebijakan publik
b. Tata cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik

c. Tata cara mengevaluasi kebijakan publik.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Maka tugas implementasi adalah
membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan. Jadi, Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian dalam
kebijakan publik yang mempunyai aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan
kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut Suharto (2020), mengemukakan bahwa
implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi

antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. la
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menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konteks

sosial dan politik.

Lebih dari itu, implementasi kebijakan akan membahas menyangkut
masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan
tersebut. Peraturan yang tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu
kebijakan yang dibuat atau ditentukan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin
karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerja sama.
Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana kala suatu kebijakan
dilaksanakan sesuai rencana, namum mengingat kondisi eksternal ternyata tidak
menguntungkan (misalnya karena pergantian kekuasaan, bencana alam dan
sebagainya) yang akhirnya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan
hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal
itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. pelaksanaanya jelek (bad execution),

2. kebijakanya sendiri jelek (bad policy) atau

3. kebijakan itu bernasib jelek (bad luck) di permasalahan tersebut.

Selanjutnya, untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan William N Dunn.
Penulis Menggunakan teori ini sebagai pisau analisis karena mengidentifikasi
berbagai komponen yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ke dalam tindakan konkret
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di Pasar Tradisional Marelan, termasuk aktor, konteks, proses dan berbagai faktor

yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Dunn, indikator yang mendukung dari teori implementasi kebijakan,

mencakup mulai dari:

1.

Identifikasi masalah
Identifikasi Masalah adalah proses mengamati, mengumpulkan data,
dan menganalisis suatu kondisi yang dianggap bermasalah dalam suatu
kebijakan. Identifikasi masalah bertujuan untuk menentukan akar
permasalahan dan dampaknya bagi masyarakat atau organisasi. Pada tahap
ini, masalah yang perlu diatasi diidentifikasi. Ini melibatkan pengumpulan
data dan analisis situasi untuk memahami apa yang menjadi isu utama.
Proses ini penting karena pemahaman yang jelas tentang masalah akan
mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Jadi, identifikasi masalah dari
penelitian ini:
a. Deskripsi permasalahan yang dihadapi di pasar tradisional terkait
pedagang kaki lima.
b. Dampak negatif atas keberadaan dalam keberadaan pedagang kaki lima
terhadap kenyamanan pengunjung dan ketertiiban Kawasan pasar.
Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan adalah proses merancang dan menyusun kebijakan
atau aturan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini, berbagai
solusi dipertimbangkan, dibandingkan, dan dipilih yang paling efektif serta

sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuan tahap ini adalah merumuskan
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kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini
melibatkan pengembangan berbagai opsi kebijakan, analisis biaya-manfaat,
dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan
masukan. Jadi formulasi kebijakan dari penelitian ini adalah Tinjauan
terhadap pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang jelas dan
sudah diterapkan untuk mengelola kawasan pasar. Ini bisa mencakup
penetapan zona untuk pedagang kaki lima, penentuan jam operasional, dan
penyediaan fasilitas yang memadai.
Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi.
Implementasi Kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah
dirancang agar bisa berjalan lancar sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ini
mencakup penerapan kebijakan dalam praktik, termasuk pengorganisasian
sumber daya, penetapan prosedur, dan pelibatan berbagai pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi, implementasi kebijakan dari
penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan: Mengimplementasikan
kebijakan dengan melibatkan Perda Kota Medan tentang Penertiban lokasi
pedagang kaki lima sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pendekatan Sistem

Pendekatan Sistem adalah Metode yang melihat kebijakan sebagai
bagian dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling
berinteraksi. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara faktor-faktor

yang mempengaruhi kebijakan dan dampaknya secara menyeluruh
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.Pendekatan sistem mengidentifikasi berbagai komponen yang terlibat

dalam proses kebijakan, termasuk pemangku kepentingan, lembaga

pemerintah, masyarakat, dan faktor-faktor lingkungan. Setiap komponen

memiliki peran dan pengaruh yang berbeda dalam proses kebijakan.

Analisis dilakukan untuk memahami berbagai faktor yang terlibat, seperti:

a. Aktor: Pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat, dan organisasi
non-pemerintah.

b. Proses: Langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan,
termasuk sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat.

c. Konteks: Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi

keberhasilan kebijakan.

. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, evaluasi dilakukan untuk menilai
efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi Kebijakan adalah
Proses peninjauan terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan
setelah diterapkan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menentukan
apakah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk
mengidentifikasi area kendala yang perlu diperbaiki. Jadi, evaluasi
kebijakan dalam penelitian ini adalah melakukan evaluasi untuk menilai
efektivitas kebijakan. Ini bisa meliputi survei kepuasan pedagang dan
masyarakat, serta pengukuran dampak terhadap kebersihan dan ketertiban

pasar.
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6. Umpan Balik dan Penyesuaian
Umppan balik dan penyesuaian adalah tahap di mana hasil evaluasi
digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan. Jika kebijakan tidak
efektif atau menimbulkan masalah baru, maka dilakukan penyesuaian agar
kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Berdasarkan
hasil evaluasi, umpan balik diberikan untuk melakukan penyesuaian
terhadap kebijakan yang ada. Proses ini memastikan bahwa kebijakan dapat
diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang dan
dinamika situasi. Misalnya:
a. Pengumpulan umpan balik adanya keluhan dari pedagang dan
pengunjung pasar tentang lokasi yang ditentukan
b. Respon pemerintah terhadap pertimbangan untuk melakukan perubahan

dari proses penyesuaian kebijakan.

Menurut Dunn, keenam indikator pendukung yang memengaruhi
implementasi kebijakan bekerja sama untuk membantu dan menghambat
implementasi kebijakan. Akibatnya, membahas semua aspek tersebut
sekaligus adalah cara terbaik untuk merefleksikan kompleksitas ini.
Menyederhanakan implementasi kebijakan membuatnya lebih mudah bagi
orang untuk memahaminya, dan untuk melakukannya, kebijakan harus
diuraikan dalam bagian-bagiannya yang paling penting. Dalam analisis
kebijakan, tujuan evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang dapat
diandalkan dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan; kemudian, untuk

memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan,
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sasaran, dan penyediaan informasi untuk perumusan masalah dan informasi
praktis (Dunn, 2013).

William N. Dunn (2018) mendefinisikan analisis kebijakan adalah suatu
disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode
penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi
yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat
politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dunn
mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul
Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis kebijakan adalah ’suatu
aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik”. (Dunn, 2018).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli
di atas, maka analisis kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas
untuk menciptakan pengetahuan tentang sesuatu dan dalam proses
pembuatan kebijakan. Selain itu, masalah kebijakan dipengaruhi oleh pola
keterlibatan pelaku kebijakan (pelaku kebijakan), yang dipengaruhi dan

dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh pemerintah.



BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang
terjadi di pasar tradisional Marelan terkait dengan penerapan peraturan daerah.
Menurut Creswell (2016), bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-
metode untuk mengeksploritasi dan memahami makna yang oleh sejumlah
individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan (Saputra, A., & Ali, K., 2020). Penelitian kualitatif berupaya
memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau
menggambarkan dunia sosialnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 secara mendalam di pasar tradisional Marelan. Jenis
penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai
dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika fakta dan
karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks
fenomena secara keseluruhan (Hajar, S., dkk. (2021). Deskriptif artinya data
yang dikumpulkan adalah berupa kata - kata, gambar dan bukan angka — angka.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk
memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang

diteliti. Masalah yang dirumuskan dengan jenis penelitian ini harus layak untuk
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diangkat dan tidak bersifat terlalu luas (Sugiyono, 2022). Peneliti berfokus pada
fenomena atau masalah yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu
semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang
sudah diteliti. Dalam hal ini data dan informasi yang mendukung penulisan
dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-
sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet, media elektronik, dan
beberapa pustaka yang relevan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan

dalam penulisan penelitian ini adalah studi Pustaka (library research).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan dan
mengorganisir ide-ide dalam penelitian (Moleong, 2018). Kerangka ini
membantu peneliti untuk memahami hubungan antara variabel yang diteliti.
Kerangka konsep sangat penting dalam penelitian karena memberikan struktur
dan membantu peneliti untuk fokus pada variabel yang jelas serta hubungan di
antara variabel-variabel tersebut. Agar penelitian ini dapat disampaikan
gambarannya sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka

konsep dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1 KERANGKA KONSEP
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman

dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan
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Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum

v

Implementasi kebijakan ditinjau
berdasarkan teori William Dunn,
ada 6 indikator pendukungnya,
yaitu:

Identifikasi Masalah
Formulasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Pendekatan Sistem

Evaluasi Kebijakan

Umpan Balik dan Penyesuaian

S

v

Terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban
umum terutama pada kawasan pasar

v

Pasar Tradisional
Marelan

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

3.3 Defenisi Konsep
Defenisi konsep adalah penjelasan yang jelas dan sistematis tentang suatu
istilah yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Definisi ini penting
untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi data. Jadi, jelasnya
defenisi konsep yang dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa

konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan peristiwa atau gejala yang dapat
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ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam
penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak
dikerjakan oleh Pemerintah, dan mengatur kehidupan bersama atau
kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan.

2. Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian dalam kebijakan publik
yang mempunyai aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan
kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil
sebagaimana yang diharapkan. Implementasi Kebijakan disini
mengambil Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai kunci tantangan utama
keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi di Pasar Tradisional
Marelan.

3. Analisis kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk
menciptakan pengetahuan tentang sesuatu dan dalam proses pembuatan
kebijakan. Metode Implementasi Kebijakan mengacu pada teori
William Dunn yang melibatkan 6 indikator pendukung, yaitu
identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan,
pendekatan sistem, evaluasi kebijakan serta umpan balik dan

penyesuaian.

3.4 Kategorisasi Penelitian
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Kategorisasi penelitian merupakan proses pengelompokkan penelitian
berdasarkan tujuan, metode atau karakteristiknya. Kategorisasi penelitian
membantu kita memahami berbagai pendekatan yang digunakan peneliti untuk
menyelidiki fenomena dan menjawab pertanyaan. Kategorisasi dari penelitian
ini, sebagai berikut:

1. Adanya ldentifikasi Masalah

2. Adanya Formulasi Kebijakan

3. Adanya Implementasi Kebijakan

4. Adanya Pendekatan Sistem

5. Adanya Evaluasi Kebijakan

6. Adanya Umpan Balik dan Penyesuaian

3.5 Informan atau narasumber

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar- benar memahami dan
mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat
diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan,
keterangan, atau data- data yang dapat membantu dalam memenuhi
permasalahan.

Teknik pengambilan informan dilakukan berdasarkan tujuan (purposive)
dalam penelitian ini. Dengan teknik ini, informan diambil dari variasi yang
berkembang dalam objek kajian, bukan saja untuk menangkap masalah

mendasar, melainkan menangkap variasi-variasi besar yang berkembang
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(Rizky, R. N., & Mahardika, A., 2023). Adapun narasumber dalam penelitian
ini sebagai berikut:

1. Pegawai PUD Pasar Medan
Nama : Akbar Rizky
Alamat : JIn. Razak Baru No.1 A Pasar Petisah
Jabatan : Staf Humas
Umur : 36 tahun

2. Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Marelan
Nama : Adi
Alamat : Pasar Tradisional Marelan
Jabatan : Pedagang kaki lima
Umur : 42 tahun

3. Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Marelan
Nama : Usman
Alamat : Pasar Tradisional Marelan
Jabatan : Pedagang kaki lima
Umur : 50 tahun

4. Pengunjung Pasar selaku Masyarakat atau pembeli
Nama : Vina
Alamat : JIn. Young Panah Hijau
Jabatan : Masyarakat

Umur : 28 tahun
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5. Petugas Satpol PP
Nama : Rakhmat Adi Syahputra Harahap
Alamat : Pasar Tradisional Marelan
Jabatan : Kasatpol PP

Umur : 40 tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting
dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Sugiyono (2018), mengatakan
bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya
melalui teknik pengumpulan data yang dirancang khusus untuk
penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, data primer dapat
dikumpulkan melalui:
1. Observasi
Menurut Tersiana (2018), observasi yaitu proses pengamatan
yang dilakukan secara menyeluruh dan mencermati perilaku
pada suatu kondisi tertentu. Pada dasarnya, mengamati langsung

kondisi pasar, interaksi antara pedagang dan pengunjung, serta
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penerapan peraturan yang ada. Observasi ini akan memberikan
gambaran nyata tentang situasi di lapangan (Moleong, 2017).

2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2018), wawancara adalah percakapan
dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu
pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai (interviewe) untuk memberikan jawaban
atas pertanyaan yang diberikan. Melakukan wawancara
mendalam dengan informan kunci seperti Pegawai PUD Pasar
Medan, petugas Satpol PP, pedagang kaki lima, dan pengunjung
pasar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap kenyamanan
dan ketentraman di pasar tersebut.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah
ada sebelumnya dan dapat digunakan untuk mendukung data primer.
Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh melalui:

1. Dokumentasi
Dokumentasi ini penting untuk memberikan konteks dan latar
belakang yang lebih luas mengenai peraturan yang diterapkan

(Bungin, 2017). Dengan mengumpulkan dokumen resmi terkait
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Perda No. 10 Tahun 2021, laporan-laporan dari PUD Pasar
Medan mengenai izin Umum di pasar.

2. Literatur
Mengkaji literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan
penelitian sebelumnya yang membahas tentang masalah umum,

pasar tradisional, dan implementasi peraturan daerah.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sangat memiliki hubungan erat dengan mengumpulkan
data. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif
kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan
dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan mengambarkan
variabel penelitian secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang
sudah dirumuskan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022), menyatakan bahwa
analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik
kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk melakukan proses terhadap masalah-
masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan
kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam
menyelesaikan masalah.

Untuk menganalis dan menggambarkan tentang Implementasi Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan
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Ketertiban Umum di Pasar Tradisipnal Marelan terhadap pedagang kaki lima
(PKL) terdapat 3 analisis data kualitatif adalah:

1. Reduksi data (Data Condensation) merupakan proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data
“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian data (Data Display) sebagai sekumpulan informasi yang
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi Conclusion) adalah data yang telah
diperoleh dilapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan

analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Tradisional Marelan, Kota Medan.
Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang terkena dampak langsung
oleh penerapan Perda No. 10 Tahun 2021 dan memiliki dinamika sosial
yang menarik untuk diteliti.

3.8.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 bulan. Waktu ini meliputi
tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan.

Peneliti akan melakukan pengumpulan data pada waktu yang sesuai dengan
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aktivitas pasar, seperti hari pasar yang ramai, untuk mendapatkan informasi

yang lebih akurat.

Gambar 3.2 Lokasi Pasar Tradisional Marelan
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Gambar 3.3 Suasana Kawasan Pasar Tradisional Marelan

Sumber:https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pedagang-Kaki-Lima-Kembali

Menjamur-di-Marelan-2



https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pedagang-Kaki-Lima-Kembali%20Menjamur-di-Marelan-2
https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pedagang-Kaki-Lima-Kembali%20Menjamur-di-Marelan-2
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3.1 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Profil Pasar Tradisional Marelan

Gambar 3.4 Kondisi Tampak Depan Pasar Tradisional Marelan

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025
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Pasar tradisional Marelan terletak di Jalan Marelan Raya Pasar 5, Kecamatan
Medan Marelan . Pasar Marelan merupakan pasar tradisional yang berdiri sejak
tahun 1985. Pada tahun 2021, Pembangunan kembali dilakukan untuk penataan
pedagang yang lebih layak dengan fasilitas yang diberikan. Namun, Pedagang kaki
lima di Pasar Tradisional hanya sebagian yang pindah ke dalam bangunan di
dalamnya masih banyakan di bagian luar maupun di bahu jalan sehingga

mengalami arus kemacetan.

Pasar Tradisional Marelan merupakan pasar induk yang berada di marelan
yang tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli, menciptakan ekosistem
ekonomi yang dinamis. Di sini, masyarakat dapat menemukan berbagai produk
lokal yang berkualitas, mulai dari sayuran segar, bahan-bahan pokok, daging, ayam,
udang maupun ikan yang masih segar hingga kerajinan tangan dan toko kelontong
lainnya. Aktivitas perdagangan ini mendukung perekonomian lokal, petani lokal

untuk menjual hasil panen mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Narasumber

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama
penelitian di lapangan, dengan cara penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber yang
berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis
kebijakan ini berfokus Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap
narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori
menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam
pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban
narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini
selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan
diuraikan sebagai berikut.

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan
menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki
dan perempuan. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan

sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan
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secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan pada tabel
4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai
berikut:

Tabel 4.1. Distribusi Narasumber Bedasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Frekuensi Presentase
1. Laki-Laki 4 80 %
2. Perempuan 1 20 %

Sumber: Hasil Penelitian Narasumber, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas
narasumber berjenis kelamin Laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang
dengan presentase 80% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis

kelamin Perempuan dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25-35 tahun, umur 36-50
tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase
masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2. Distribusi Narasumber Bedasarkan Umur

No. Umur Frekuensi Presentase
1. 25-35 Tahun 1 20 %
2. 36 — 50 Tahun 4 80 %

Sumber: Hasil Penelitian Narasumber, 2025
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber
berumur 25-35 tahun dan umur 36-50 tahun, narasumber 25-35 tahun
dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, sedangkan narasumber umur

36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi
4.1.2.1 Adanya ldentifikasi Masalah

Tahap ini berfokus pada pemetaan permasalahan yang terjadi di
Pasar Tradisional Marelan terkait ketertiban dan ketentraman umum.
Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan pedagang, pembeli, dan
pihak  berwenang mengenai  faktor-faktor yang menyebabkan
ketidaktertiban, seperti penggunaan bahu jalan untuk berjualan, kemacetan
akibat kendaraan parkir sembarangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“PUD Pasar Kota Medan berupaya menegakkan ketertiban dan
ketentraman pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 sesuai
tupoksi, dengan melakukan penataan, pengawasan, serta pendekatan
persuasif agar pedagang berjualan di lokasi yang telah ditentukan. Namun,
dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan
lahan zona relokasi , kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan,
serta pertentangan dari pedagang yang telah lama berjualan di lokasi yang
tidak sesuai. Keberadaan pedagang yang berjualan di badan jalan dan
trotoar juga berdampak pada kenyamanan pengunjung serta menghambat

kelancaran arus lalu lintas di sekitar pasar. Oleh karena itu, kami terus
mengingatkan dan mengadakan sosialisasi agar pedagang memahami
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pentingnya ketertiban demi kepentingan Bersama, meskipun ada terkendala
komunikasi yang berkaitan dengan feedback (diterima atau tidak
diterimanya). Partisipasi masyarakat dan pedagang kaki lima dalam
penertiban kawasan pasar sangat diperlukan, meskipun saat ini masih perlu
ditingkatkan agar pasar tetap menjadi tempat yang nyaman dan tertata
dengan baik .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota
Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam mengatasi masalah
ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima di Pasar Tradisional
Marelan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun
2021, yang menegaskan pentingnya penataan pasar agar lebih tertib dan
nyaman bagi semua pihak. Dalam implementasinya, kami menghadapi
berbagai tantangan, seperti resistensi dari pedagang yang sudah lama
berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukan, kurangnya kesadaran
terhadap aturan, serta keterbatasan lahan relokasi yang memadai.
Keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan dan akses utama pasar
sering kali menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan
pengunjung dan pengguna jalan. Oleh karena itu, kami terus melakukan
sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pedagang agar mereka dapat
mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan
pedagang kaki lima dalam penertiban kawasan ini sangat penting, namun
masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik, sehingga
pasar tetap menjadi tempat yang nyaman, tertib, dan mendukung aktivitas
perekonomian secara optima/”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelan, kami
merasa bahwa kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam mengatasi
masalah ketentraman dan ketertiban umum melalui Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2021 belum sepenuhnya diterapkan secara merata.
Masih banyak pedagang yang berjualan di area yang seharusnya tidak
diperbolehkan, sementara penertiban terkadang dilakukan secara tiba-tiba
tanpa solusi yang jelas bagi kami. Selain itu, ada keluhan dari pembeli dan
pengunjung pasar, terutama terkait akses jalan yang sering terhambat oleh
pedagang yang beroperasi di luar area yang ditentukan. Meskipun pihak
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berwenang telah melakukan penertiban, saya sering merasa bahwa metode
tersebut tidak memberikan solusi yang adil bagi semua pedagang. Kami
melihat kurangnya upaya aktif untuk meningkatkan pemahaman pedagang
dan pengunjung tentang aturan dan solusi terkait sosialisasi PUD Pasar
Kota Medan. Agar solusi yang diterapkan lebih adil dan efektif, kami
mengharapkan komunikasi yang lebih baik antara pedagang kaki lima dan
pihak berwenang ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Adi selaku Pedagang Santan Kelapa pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2021 oleh PUD Pasar Kota Medan belum berjalan
sepenuhnya dengan baik. Masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di
tempat yang tidak sesuai aturan, dan penertiban sering kali dilakukan
secara mendadak tanpa ada solusi yang jelas bagi kami. Keluhan dari
pelanggan atau pengunjung memang ada, terutama terkait jalan yang
macet akibat lapak-lapak yang tidak tertata serta kebersihan pasar yang
kurang terjaga. Pihak PUD Pasar Kota Medan dan pengelola pasar
memang telah melakukan upaya penertiban, tetapi terkadang memilih dan
belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Pedagang lain
pun sering mengeluhkan ketidakteraturan ini, karena berdampak pada
kenyamanan berjualan dan daya tarik pasar bagi pembeli. Mengenai
sosialisasi, kami merasa bahwa pihak PUD Pasar dan pengelola pasar
belum maksimal dalam memberikan pemahaman dan solusi alternatif bagi
pedagang yang terdampak .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina
selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Sebagai pengunjung Pasar Tradisional Marelan, kami sering
menghadapi beberapa masalah saat berbelanja, seperti jalanan yang
sempit dan macet akibat pedagang kaki lima yang berjualan di luar area
yang seharusnya, serta kebersihan pasar yang kurang terjaga. Terkadang,
sulit menemukan bahan pokok yang diinginkan karena pasar terasa tidak
tertata dengan baik, dan kami harus berkeliling lebih lama untuk
menemukannya. Mengenai ketentraman dan ketertiban, kami merasa
bahwa masih ada banyak ketidakteraturan, seperti parkir liar yang
menghambat akses serta beberapa kejadian pedagang yang berselisih
tempat berjualan. Pernah juga kami menyaksikan perselisihan antara
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pedagang dan petugas pasar saat dilakukan penertiban. Selain itu, jumlah
pedagang kaki lima yang berjualan di luar area pasar memang sangat
berpengaruh terhadap kenyamanan kami sebagai pembeli, karena membuat
jalanan semakin padat dan sulit untuk berbelanja dengan leluasa. Kami
berharap ada penataan yang lebih baik agar pasar ini tetap nyaman, bersih,
dan lebih tertib bagi semua pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 12 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masih cukup sering
terjadi di Pasar Tradisional Marelan, terutama terkait penggunaan badan
jalan untuk berjualan, parkir liar, serta ketidakpatuhan terhadap aturan
kebersihan. Sebelum turun ke lapangan, kami mengidentifikasi masalah
melalui laporan dari masyarakat, pengelola pasar, serta hasil pemantauan
rutin yang kami lakukan, sehingga tindakan yang diambil lebih terarah dan
efektif. Saat dilakukan penertiban, respons pedagang dan masyarakat
bervariasi, sebagian besar menerima dengan baik setelah diberikan
penjelasan, tetapi ada juga yang melakukan protes karena merasa
kebijakan ini membatasi ruang gerak mereka dalam berdagang. Tantangan
terbesar dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini
adalah menemukan keseimbangan antara penegakan aturan dan
kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga pendekatan persuasif dan
komunikasi yang baik menjadi kunci utama agar kebijakan ini dapat
diterapkan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan .

4.1.2.2 Adanya Formulasi Kebijakan
Dalam kategori ini, wawancara diarahkan untuk memahami
bagaimana kebijakan terkait ketertiban pasar disusun. Responden yang
terlibat mencakup aparat pemerintah yang berwenang dalam perumusan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pembahasan mencakup tujuan
utama kebijakan, pertimbangan dalam pembuatannya, serta bagaimana

kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di

pasar tradisional.
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menindaklanjuti kebijakan terkait ketertiban pedagang kaki
lima di Pasar Tradisional Marelan, kami mempertimbangkan
keseimbangan antara kebutuhan pedagang untuk mencari nafkah dan
kepentingan umum, termasuk kelancaran lalu lintas serta kenyamanan
pengunjung pasar. Untuk itu, telah dilakukan penetapan zona khusus bagi
pedagang kaki lima agar mereka tetap dapat berjualan tanpa mengganggu
akses utama dan ruang publik. Proses penertiban ini melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, seperti PUD Pasar Kota Medan, Pemerintah Kota
Medan, Satpol PP, serta perwakilan pedagang dan masyarakat sekitar.
Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas pendukung, seperti area
jualan yang lebih tertata, tempat pembuangan sampah, dan peningkatan
infrastruktur pasar. Namun, kami terus berupaya meningkatkan fasilitas
agar lebih memadai bagi para pedagang. Agar kebijakan ini dapat diterima
oleh semua pihak, kami rutin melakukan sosialisasi, dialog dengan
pedagang, serta menampung masukan mereka untuk mencari solusi terbaik
yang tetap menjaga ketertiban dan mendukung aktivitas ekonomi di pasar .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota
Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pasar Tradisional Marelan membutuhkan ketertiban pedagang
kaki lima. Kami melakukannya dengan mempertimbangkan kepentingan
pedagang, kenyamanan pengunjung, dan kelancaran lalu lintas. Oleh
karena itu, untuk memungkinkan pedagang kaki lima berjualan tanpa
mengganggu akses ke jalan utama dan fasilitas umum, zona khusus mereka
telah ditetapkan di lokasi yang lebih tertata. Terdapat banyak pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pengaturan ini, seperti PUD Pasar Kota
Medan, pemerintah kota Medan, Satpol PP, dan perwakilan dari pedagang
dan lainnya. Untuk mendukung penertiban, pemerintah telah membangun
tempat penjualan yang lebih tertata, tempat sampah, dan peningkatan
infrastruktur pasar. Ini membuat pasar lebih nyaman dan teratur. Meskipun
fasilitas yang ada sudah cukup membantu, kami terus berusaha untuk
meningkatkan sarana agar lebih memadai bagi pedagang agar kebijakan
yang diterapkan dapat berjalan efektif, adil, dan menguntungkan semua
pihak yang berkepentingan ”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Saya merasa ada beberapa keputusan dari PUD Pasar Kota
Medan yang kurang mempertimbangkan kondisi pedagang kecil, terutama
soal penertiban yang sering dilakukan tanpa solusi yang jelas. Saya tidak
menolak aturan ketertiban, tapi kami berharap ada kebijakan yang lebih
baik, misalnya dengan menyediakan tempat khusus bagi pedagang kaki
lima agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu arus lalu lintas pasar.
Saya mengetahui ada penetapan zona untuk pedagang kaki lima, tapi dalam
praktiknya, tempat yang diberikan masih terbatas dan kurang strategis,
sehingga tidak banyak pembeli yang datang. Selain itu, Saya jarang melihat
pemangku kepentingan benar-benar turun langsung ke lapangan dan
berdiskusi dengan pedagang sebelum aturan diterapkan, sehingga kami
sering merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dari segi
fasilitas, pasar ini masih jauh dari kata layak, seperti kurangnya tempat
sampah, penerangan, serta area parkir yang memadai, yang seharusnya
jadi perhatian utama sebelum menertibkan pedagang. Saya berharap
kebijakan ini bisa lebih adil dan memperhatikan kebutuhan semua pihak,
agar ketertiban tetap terjaga tanpa mengorbankan mata pencaharian
pedagang kecil seperti saya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Kami merasa beberapa keputusan dari PUD Pasar Kota Medan
terkait penertiban pedagang kaki lima masih kurang mempertimbangkan
kondisi kami di lapangan. Kami tidak keberatan dengan aturan ketertiban,
tapi sebaiknya ada solusi yang lebih jelas, seperti penyediaan tempat
berjualan yang layak. Memang ada zona yang diperbolehkan untuk
pedagang kaki lima, tapi lokasinya kurang strategis dan sulit menarik
pembeli, jadi masih terasa kurang adil. Dari segi fasilitas, pasar ini masih
butuh banyak perbaikan, terutama dalam hal kebersihan, penerangan, dan
tempat parkir yang lebih tertata. Kami berharap kebijakan ini bisa lebih
berpihak pada semua pihak, sehingga ketertiban tetap terjaga .
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina
selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Kami mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2021, tetapi penerapannya masih belum dirasakan secara maksimal.
Kebijakan tersebut seharusnya bisa menciptakan pasar yang lebih tertata
dan nyaman bagi pembeli, namun kenyataannya masih banyak pedagang
yang berjualan di luar area yang ditentukan, menyebabkan kemacetan dan
ketidaktertiban. Menurut kami, kebijakan yang diterapkan belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena selain penertiban
pedagang, seharusnya ada juga peningkatan fasilitas seperti area parkir
yang lebih luas, jalur belanja yang nyaman, serta kebersihan yang lebih
terjaga. Dari segi ketertiban dan ketentraman, kebijakan ini belum
memberikan dampak yang signifikan, karena masih sering terjadi
kesemrawutan dan kurangnya pengawasan yang konsisten. Kami juga
berpendapat bahwa pemerintah atau pihak berwenang seharusnya lebih
melibatkan masyarakat, baik pembeli maupun pedagang, dalam
pelaksanaan kebijakan ini agar solusi yang diterapkan bisa lebih adil dan
efektif dalam menciptakan pasar yang nyaman dan tertata ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kebijakan yang diterapkan saat ini sudah cukup
jelas, tetapi masih perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar lebih
sesuai dengan kondisi di Pasar Tradisional Marelan, terutama dalam hal
penerapan aturan bagi pedagang kaki lima. Koordinasi antara Satpol PP
dengan pihak pengelola pasar dan pemerintah daerah berjalan melalui
rapat koordinasi dan komunikasi rutin untuk memastikan kebijakan Perda
ini dapat diterapkan dengan baik. Namun, saya melihat bahwa masih
diperlukan beberapa aturan atau prosedur teknis tambahan, seperti
pengaturan zona dagang yang lebih jelas agar pedagang tetap memiliki
ruang untuk berusaha tanpa mengganggu ketertiban umum. Proses
prosedur teknis ini bisa dilakukan dengan cara penetapan jalur khusus bagi
pedagang kaki lima serta pembatasan area dagang yang diperbolehkan.
Sebelum aturan ini diberlakukan, kami juga telah melakukan program
sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang melalui pemasangan
spanduk, serta pengumuman dari pengelola pasar agar mereka memahami
pentingnya menjaga ketertiban dan mengikuti peraturan yang berlaku .
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4.1.2.3 Adanya Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
peraturan yang telah ditetapkan dan diterapkan di lapangan. Informasi yang
dikumpulkan mencakup kendala dalam implementasi, efektivitas
pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, serta reaksi dari
pedagang dan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“PUD Pasar Kota Medan telah mengambil tindakan strategis untuk
mematuhi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan.
Beberapa tindakan strategis termasuk memberi tahu pedagang tentang
aturan yang berlaku, mengatur lapak untuk menghindari kesemrawutan,
dan bekerja sama dengan petugas keamanan untuk menjaga ketertiban.
Proses ini menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya untuk
pengawasan rutin dan ketidaksetujuan beberapa pedagang yang belum
sepenuhnya memahami aturan. Tim PUD Pasar Kota Medan menegakkan
aturan secara persuasif dan humanis bersama dengan aparat keamanan,
seperti Satpol PP dan polisi. Selain itu, terdapat SOP dalam penertiban
yang mengatur tahapan sosialisasi, teguran, hingga tindakan tegas yang
dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur hukum yang berlaku .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota
Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk memastikan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar
Tradisional Marelan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun
2021, kami mengambil langkah strategis seperti memberikan informasi
kepada pedagang dan menata ulang area jualan. Kami juga melakukan
pengawasan rutin untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi aturan.
Namun, dalam pelaksanaannya, kami menghadapi beberapa hambatan. Ini
termasuk pedagang yang enggan direlokasi, keterbatasan lahan alternatif,
dan kebutuhan pedagang untuk lebih memahami pentingnya ketertiban
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pasar. Dalam penertiban yang berjalan dengan aman dan kondusif, tim
PUD Pasar Kota Medan bekerja sama dengan aparat keamanan, termasuk
Satpol PP dan koramil/polisi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.
Peningkatan keteraturan pasar, kelancaran lalu lintas, dan tingkat
kepatuhan pedagang terhadap aturan menunjukkan keberhasilan kebijakan
ini. Selain itu, dalam proses penertiban, kami juga mengacu pada prosedur
operasi standar (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini mencakup
komunikasi dengan pendekatan persuasif, prosedur sosialisasi, dan
tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran berulang untuk memastikan
pelaksanaan kebijakan ini secara efisien dan berkelanjutaz .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Tindakan yang diambil oleh PUD Pasar Kota Medan belum
terlaksana dengan baik untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2021. Banyak kendala masih ada di lapangan, seperti kurangnya
sosialisasi dengan pedagang sebelum penerapan aturan dan lokasi
penjualan yang belum sepenuhnya tertata. Kami juga melihat bahwa tim
PUD Pasar terlibat dengan aparat keamanan, tetapi sering kali mereka
lebih berkonsentrasi pada penertiban daripada menyediakan solusi bagi
pedagang yang terdampak. Keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari
keseimbangan kesejahteraan pedagang dan ketertiban .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Kami merasa aturan yang diterapkan PUD Pasar Kota Medan
belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak masalah di lapangan,
seperti kurangnya sosialisasi ke pedagang sebelum aturan diterapkan, dan
tempat jualan yang ditetapkan masih kurang strategis. Penertiban memang
sering dilakukan dengan bantuan aparat keamanan, tapi rasanya lebih
fokus ke memindahkan kami para pedagang ke dalam ruangan dalam pasar
daripada mencari solusi yang baik buat kami. Kalau mau dibilang berhasil,
seharusnya bukan cuma soal pasar jadi lebih tertib, tapi juga gimana
pedagang tetap bisa cari nafkah dengan aman dan nyaman. Soal SOP yang
dipakai PUD Pasar, kami nggak tahu detailnya. Harapan kami ke depan,
kebijakan ini bisa lebih memperhatikan nasib pedagang kecil, dengan cara
yang lebih manusiawi saja”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina
selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Pernah melihat petugas pasar atau aparat keamanan melakukan
penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar area yang ditentukan,
namun sering kali tindakan tersebut hanya sementara dan tidak
berlangsung secara konsisten. Dalam hal komunikasi antara pedagang dan
pengunjung terkait aturan yang ada, kami merasa masih kurang efektif,.
Tidak ada dialog yang jelas antara pedagang, pengunjung, dan pihak
berwenang dalam mencari solusi terbaik. Mengenai kebijakan Peraturan
Daerah ini, kami merasa bahwa kenyamanan dan kemudahan berbelanja
masih kurang diperhatikan, karena meskipun ada aturan yang bertujuan
untuk menata pasar, implementasinya belum sepenuhnya berdampak pada
peningkatan kenyamanan pengunjung. Kami berharap kebijakan ini lebih
berorientasi pada peningkatan fasilitas pasar agar lebih bersih, tertata, dan
memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Di Pasar Tradisional Marelan, operasi penertiban dilakukan
secara rutin, biasanya beberapa kali dalam seminggu, dengan intensitas
yang meningkat pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau hari pasar
ketika aktivitas perdagangan lebih ramai. Dalam mengawasi dan
menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, langkah pertama
yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan
pengunjung mengenai aturan yang berlaku, dilanjutkan dengan
pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan kepatuhan. Jika
ditemukan pelanggaran, kami memberikan teguran lisan terlebih dahulu,
kemudian teguran tertulis bagi yang masih melanggar, dan jika tetap tidak
patuh, tindakan lebih lanjut seperti penertiban lapak atau penyitaan barang
tertentu dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sistem
sanksi ini diterapkan secara bertahap agar memastikan ketertiban pasar
tetap terjaga tanpa mengganggu mata pencaharian mereka .
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4.1.2.4 Adanya Pendekatan Sistem

Kategori ini membahas bagaimana kebijakan ketertiban pasar dilihat
dalam konteks sistem yang lebih luas. Wawancara dengan berbagai pihak
bertujuan untuk memahami hubungan antara kebijakan ini dengan faktor
lain, seperti koordinasi antarinstansi, peran penegakan dan pengawasan,
serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang

penerapan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Akbar Rizky. S.Kom selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6
Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan
melibatkan beberapa aktor penting, termasuk PUD Pasar Kota Medan yang
mengelola pasar, Satpol PP yang menjaga aturan, polisi yang menjaga
keamanan, dan pedagang dan pengunjung yang terkena dampak. Untuk
memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan baik, rapat koordinasi,
komunikasi rutin, dan pemantauan langsung di lapangan adalah cara
berbagai pihak berkolaborasi. Untuk memberi tahu pedagang tentang
aturan yang diterapkan, pertemuan dan spanduk telah digunakan. Secara
sosial dan ekonomi, kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan
kepentingan ketertiban dengan keberlanjutan bisnis pedagang. Proses
koordinasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak
dalam diskusi dan evaluasi kebijakan. Jika terjadi konflik, komunikasi
dengan pendekatan persuasif seperti dialog diutamakan untuk mencari
solusi bersama. Meski terdapat kendala dalam hal keterbatasan dana, PUD
Pasar Kota Medan terus berupaya mengoptimalkan anggaran yang ada
serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung
pelaksanaan kebijakan ini secara berkelanjutas .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota

Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:
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“Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan
melibatkan beberapa aktor penting, termasuk PUD Pasar Kota Medan yang
mengelola pasar, Satpol PP yang melakukan penegakan aturan, polisi yang
menjaga keamanan, dan pedagang dan pengunjung yang mematuhi
kebijakan. Pihak-pihak ini berkolaborasi dalam pelaksanaan penertiban
melalui rapat koordinasi rutin, laporan, dan penyampaian. Untuk memberi
tahu pedagang tentang aturan yang berlaku, pertemuan langsung,
penyebaran selebaran, dan komunikasi melalui paguyuban pedagang
semuanya digunakan. Di sisi sosial dan ekonomi, penyesuaian pedagang
terhadap aturan baru, yang kadang-kadang dianggap membatasi ruang
gerak mereka dalam mencari nafkah, adalah tantangan terbesar. Di sisi
lain, bagi pengunjung, kenyamanan dan keteraturan adalah faktor utama
dalam berbelanja. Dalam proses koordinasi, pedagang, pengunjung, dan
pejabat berbicara satu sama lain untuk mencapai solusi yang saling
menguntungkan. Dalam kasus konflik, penyelesaian dilakukan secara
persuasif melalui pendekatan mediasi yang mengutamakan kepentingan
bersama. Dalam hal kendala dana, upaya efisiensi dilakukan dengan
memaksimalkan sumber daya yang tersedia”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa pihak PUD Pasar Kota Medan, aparat
keamanan seperti Satpol PP dan kepolisian, serta para pedagang sendiri
adalah bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2021. PUD Pasar bertanggung jawab untuk mengelola
pasar dan memastikan bahwa peraturan dipatuhi, sementara aparat
keamanan biasanya turun langsung untuk menertibkan pelanggaran.
Namun, koordinasi antar pihak kadang-kadang tidak berjalan dengan baik
saat dilakukan. Para pedagang jarang berbicara atau memberikan
pendapat sebelum kebijakan diterapkan, sehingga pelaksanaan kebijakan
terkadang tidak sesuai dengan keadaan kami di lapangan. Sebenarnya,
sosialisasi tentang Perda ini pernah dilakukan, tetapi masih terbatas dan
tidak mencapai semua pedagang. Aparat keamanan dan PUD pasar
memiliki peran yang signifikan dalam menangani konflik; namun,
terkadang pendekatan mereka terlalu keras dan tidak mencari solusi
bersama. Kami berharap pihak terkait dapat berpartisipasi lebih aktif
dalam menciptakan suasana yang kondusif. Kami tidak tahu pasti tentang
dana, tetapi kami merasa pengelolaan dan fasilitas terbatas .
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang di Pasar Tradisional Marelan, kami merasa
aturan yang diterapkan PUD Pasar Kota Medan belum sepenuhnya
berjalan efektif. Masih banyak masalah di lapangan, seperti kurangnya
sosialisasi ke pedagang sebelum aturan diterapkan, dan tempat jualan yang
ditetapkan masih kurang strategis. Penertiban memang sering dilakukan
dengan bantuan aparat keamanan, tapi rasanya lebih fokus ke mengusir
pedagang daripada mencari solusi yang baik buat kami. Kalau mau
dibilang berhasil, seharusnya bukan cuma soal pasar jadi lebih tertib, tapi
juga gimana pedagang tetap bisa cari nafkah dengan aman dan nyaman.
Soal SOP yang dipakai PUD Pasar, kami nggak tahu detailnya ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu
Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Kami melihat bahwa yang turun langsung ke lapangan dalam
menjaga ketentraman dan ketertiban biasanya adalah petugas pasar,
aparat keamanan, serta sesekali pihak pemerintah daerah, meskipun
pengawasannya masih belum optimal. Peran masyarakat, terutama
pengunjung, dalam menjaga ketertiban dan kebersihan juga masih kurang
maksimal, karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan
tidak mengikuti aturan yang ada. Dari segi konteks sosial, suasana pasar
yang ramai dan padat, serta interaksi antara pedagang dan pembeli yang
berlangsung cepat, sering kali membuat pengalaman berbelanja terasa
kurang nyaman, terutama ketika pasar menjadi semrawut dan sulit diakses.
Mengenai interaksi antara pedagang, pengunjung, dan petugas pasar, kami
menilai masih perlu adanya komunikasi yang lebih baik, terutama dalam
hal penerapan aturan dan penataan pasar agar suasana belanja lebih
nyaman, tertib, dan mendukung aktivitas jual beli secara lebih lancar .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Di Pasar Tradisional Marelan, satpol PP tidak bekerja sendiri
dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga berkoordinasi
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dengan berbagai pihak seperti PUD Kota Medan, Dinas Kebersihan,
pengelola pasar serta aparat kepolisian setempat untuk memastikan
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dapat diterapkan
secara efektif. Dalam menghadapi tantangan keterlibatan pengunjung
pasar dan pedagang kaki lima, kami mengedepankan pendekatan dialogis
dengan memberikan sosialisasi yang berkelanjutan serta mendorong
kesadaran bersama bahwa ketertiban pasar adalah tanggung jawab semua
pihak. Konteks sosial di sekitar Pasar Tradisional Marelan tentu sangat
berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan ini, terutama karena banyak
pedagang yang bergantung pada pasar ini sebagai sumber pendapatan
mereka. Oleh karena itu, kami harus memperhatikan aspek ekonomi,
budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat saat menerapkan aturan. Oleh
karena itu, menjaga keseimbangan antara pendekatan humanis dan
penegakan hukum sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan ini”.

4.1.2.5 Adanya Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai efektivitas kebijakan, wawancara dilakukan dengan
pihak yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan. Responden
memberikan pandangan mengenai keberhasilan maupun kegagalan
kebijakan yang diterapkan, indikator yang digunakan untuk mengukur
dampaknya, serta tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga ketertiban
pasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Akbar Rizky, S.Kom selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6
Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2021 terkait ketenteraman dan ketertiban umum di
Pasar Tradisional Marelan, beberapa indikator utama Kkinerja yang
digunakan meliputi tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan,
kelancaran aktivitas pasar tanpa gangguan ketertiban, serta peningkatan
kenyamanan bagi pengunjung. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda ini
dilakukan secara berkala oleh Kantor PUD Pasar Kota Medan melalui
pemantauan langsung di lapangan, laporan dari petugas pasar, serta

masukan dari pedagang dan masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi bahan
pertimbangan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya, baik dalam aspek
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pengelolaan pasar, mekanisme penertiban, maupun peningkatan fasilitas
pendukung. Tim PUD Pasar Kota Medan, termasuk jajaran pimpinan,
secara rutin mengunjungi tim operasional pasar guna memastikan
kebijakan diterapkan dengan baik dan memberikan arahan langsung jika
ditemukan kendala. Dengan pendekatan ini, diharapkan ketertiban dan
kenyamanan di Pasar Tradisional Marelan dapat terus terjaga dan semakin
meningkaz .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota
Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Beberapa indikator kinerja utama digunakan untuk mengevaluasi
keberhasilan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan. Ini
termasuk penurunan jumlah pelanggaran ketertiban, peningkatan
keteraturan lapak pedagang, dan peningkatan kenyamanan pengunjung
pasar. Kantor PUD Pasar Kota Medan secara berkala melakukan evaluasi
pelaksanaan Perda ini. Evaluasi ini dilakukan melalui pemantauan
langsung, laporan petugas pasar, dan komentar dari pedagang dan
masyarakat. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk keputusan
selanjutnya. Saya secara rutin mengunjungi anggota tim operasional pasar
untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik serta memberikan
arahan langsung jika ditemukan kendala di lapangan. Hal ini dilakukan
agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan
manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat di Pasar Tradisional
Marelan .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang di Pasar Tradisional Marelan, saya melihat
bahwa indikator utama kinerja PUD Pasar Kota Medan dalam menilai
keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih perlu
ditingkatkan, terutama dalam aspek penataan pasar dan keseimbangan
antara ketertiban serta keberlangsungan usaha pedagang kecil. Kami
berharap ada perubahan yang lebih berpihak pada pedagang, seperti
penyediaan area yang lebih layak untuk berjualan serta sistem penertiban
yang lebih terstruktur dan transparan. Hasil evaluasi kebijakan ini
seharusnya benar-benar dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang
lebih baik demi kenyamanan pedagang dan pengunjung, bukan hanya untuk
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kepentingan penegakan aturan semata. Saya juga merasa bahwa kunjungan
dari pihak PUD Pasar Kota Medan kepada tim operasional di lapangan
masih kurang sering dilakukan, sehingga pengawasan dan perbaikan
kebijakan tidak berjalan optimal. Ke depannya, kami, para pedagang
berharap ada evaluasi berkala yang melibatkan pedagang secara langsung
agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di
lapangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak di pasar
i .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Saya merasa kalau aturan ini masih kurang pas buat kondisi di
lapangan. Memang niatnya baik untuk ketertiban, tapi kenyataannya masih
banyak pedagang yang kesulitan cari tempat jualan yang layak. Saya
berharap PUD Pasar Kota Medan bisa lebih mendengar masukan kami,
misalnya dengan menyediakan area khusus buat pedagang kaki lima biar
nggak semrawut tapi tetap bisa jualan. Evaluasi yang dilakukan juga
seharusnya nggak cuma soal penertiban, tapi juga gimana caranya supaya
pedagang dan pengunjung tetap nyaman. Sejauh ini, kami jarang melihat
pihak PUD Pasar turun langsung untuk ngecek kondisi di lapangan atau
ngobrol sama pedagang soal aturan ini. Harapan kami, para pedagang ke
depannya, mereka lebih sering datang, tanya langsung ke pedagang, dan
cari solusi bareng supaya kebijakan ini bisa jalan tanpa merugikan kami
yang cari nafkah di pasar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan lbu Vina
selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Karena banyak pedagang masih berjualan di luar area yang
ditentukan dan kondisi pasar masih tidak stabil, kami percaya bahwa
Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya meningkatkan ketertiban pasar.
Menurut pengalaman berbelanja kami, perubahan yang diharapkan adalah
penerapan aturan yang lebih konsisten dan penyediaan solusi yang
menertibkan pedagang dan meningkatkan fasilitas pasar. Salah satu bagian
dari peraturan ini yang tidak efektif adalah kurangnya perhatian pada
pengelolaan kebersihan pasar dan penegakan disiplin bagi pedagang kaki
lima. Agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan pedagang dan
pengunjung, evaluasi berkala sangat penting. Kami juga pernah mengalami
situasi di mana aturan tidak diikuti, seperti pedagang tetap berjualan di
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area terlarang meskipun telah ditertibkan sebelumnya. Respons petugas
pasar atau aparat keamanan dalam situasi tersebut sering kali lambat dan
kurang tegas saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami telah membuat beberapa indikator kinerja untuk menilai
keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021.
Indikator-indikator ini mencakup tingkat kepatuhan pedagang terhadap
aturan, kelancaran lalu lintas di pasar, dan jumlah pelanggaran. Kami
melihat perubahan dalam perilaku pedagang dan pengunjung setelah
kebijakan ini diterapkan, tetapi beberapa orang perlu dididik lebih lanjut
untuk mengikuti aturan. Kami menemukan beberapa pelanggaran selama
penilaian, seperti tidak mematuhi aturan kebersihan dan penggunaan bahu
jalan untuk berjualan. Untuk mengatasi masalah ini, kami bertindak
persuasif dengan memberi teguran terlebih dahulu sebelum melanjutkan
tindakan sesuai prosedur. Respons masyarakat dan pedagang terhadap
kebijakan ini cukup beragam, ada yang mendukung karena merasa pasar
menjadi lebih tertata, tetapi ada juga yang keberatan karena merasa aturan
tersebut membatasi ruang gerak mereka dalam berdagang .

4.1.2.6 Adanya Umpan Balik dan Penyesuaian

Wawancara dalam kategori ini bertujuan untuk menggali bagaimana
umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan digunakan untuk
melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Pembahasan mencakup
perubahan yang telah atau akan dilakukan dalam penerapan kebijakan, serta
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas aturan di Pasar Tradisional
Marelan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak

Akbar Rizky, S.Kom selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6

Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:
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“Keluhan yang paling sering diterima dari pedagang terkait
kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan
umumnya berkaitan dengan penataan ulang lapak yang membatasi ruang
berjualan, pengaturan arus lalu lintas yang mempengaruhi akses
pelanggan, serta kebijakan penertiban yang dianggap terlalu ketat.
Menanggapi keluhan tersebut, PUD Pasar Kota Medan selalu berupaya
memberikan pemahaman melalui sosialisasi, berdialog langsung dengan
pedagang, serta mencari solusi yang tetap sejalan dengan aturan namun
tidak merugikan mereka. Salah satu contoh konkret penyesuaian kebijakan
adalah revisi tata letak lapak agar lebih fleksibel tanpa mengganggu
ketertiban umum, serta penyesuaian jam bongkar muat barang agar tidak
menghambat aktivitas pasar. Kami percaya bahwa dengan mendengarkan
masukan masyarakat, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
10 Tahun 2021 dapat berjalan lebih baik dan bermanfaat bagi semua
pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota
Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pedagang paling sering mengeluh tentang kebijakan ketenteraman
dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan adalah batasan area
setelah penataan ulang, yang dianggap mengurangi fleksibilitas penjualan
dan kadang-kadang mengurangi aksesibilitas pelanggan karena kebijakan
penataan. Kami selalu berusaha memberikan penjelasan yang persuasif,
memungkinkan diskusi, dan mencari solusi yang sesuai dengan aturan.
Pengaturan ulang zona dagang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas
sambil mempertahankan keteraturan dan kenyamanan bagi semua pihak
merupakan salah satu contoh penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan.
Kami juga menyesuaikan jam buka pedagang tertentu agar tidak
mengganggu pasar secara keseluruhan. Jika masih ada keluhan dari
pedagang, pengunjung pasar, maupun pengguna jalan, kami tentu siap
menampung dan mengumpulkan masukan tersebut melalui berbagai
saluran komunikasi, termasuk pertemuan langsung, laporan petugas,
maupun media pengaduan resmi. Umpan balik dari masyarakat sangat
penting bagi kami untuk terus menyempurnakan implementasi Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelasn ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau

mengatakan bahwa:
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“Kami sering mengeluhkan kebijakan ketertiban yang dianggap
kurang berpihak pada kami, terutama terkait pembatasan area berjualan
dan penertiban yang terkadang dilakukan tanpa pemberitahuan yang
cukup. Kami berharap pihak PUD Pasar Kota Medan dan Satpol PP dapat
lebih mendengarkan keluhan kami serta mencari solusi yang tidak
merugikan mata pencaharian kami. Jika kebijakan Perda ini bisa
disesuaikan dengan kondisi pasar, tentu akan lebih baik, misalnya dengan
menyediakan zona khusus bagi pedagang kaki lima atau memberikan
jadwal tertentu agar kami tetap bisa berjualan tanpa mengganggu
ketertiban. Kami melihat ada beberapa penyesuaian yang pernah
dilakukan, seperti perpanjangan jam operasional di titik tertentu, namun
masih perlu lebih banyak solusi nyata. PUD Pasar memang menampung
aspirasi pedagang, tetapi kami berharap ada mekanisme yang lebih jelas
untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, misalnya melalui pertemuan rutin
atau dialog terbuka. Ke depannya, kami ingin kebijakan yang lebih
manusiawi dan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga
memberdayakan pedagang kecil agar tetap bisa mencari nafkah dengan
cara yang tertib dan sesuai aturan .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025,
beliau mengatakan bahwa:

“Keluhan yang paling sering kami sampaikan terkait kebijakan
ketertiban ini adalah keterbatasan ruang berjualan, penertiban yang
terkadang mendadak tanpa sosialisasi yang cukup, serta kurangnya
fasilitas pendukung seperti tempat sampah dan area parkir yang memadai.
Kami berharap pihak PUD Pasar Kota Medan dan aparat keamanan bisa
lebih terbuka dalam berdialog dengan pedagang agar solusi yang diambil
tidak merugikan kami yang mencari nafkah di pasar. Kami merasa bahwa
penyesuaian kebijakan Perda ini bisa meningkatkan kondisi pasar jika
benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan pengunjung.
Beberapa contoh penyesuaian yang pernah dilakukan adalah penetapan
zona dagang serta jadwal penertiban yang lebih terkoordinasi, sehingga
kami bisa lebih siap dalam menyesuaikan diri. PUD Pasar Kota Medan
memang sering menampung masukan dari pedagang, tetapi kami berharap
tindak lanjut dari masukan tersebut bisa lebih cepat dan transparan. Ke
depannya, kami ingin ada proses umpan balik yang lebih efektif, seperti
pertemuan rutin antara pedagang, pengelola pasar, dan aparat terkait, agar
kebijakan yang diterapkan lebih adil dan mendukung keberlangsungan
usaha kami tanpa mengabaikan ketertiban pasar”.
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina
selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau
mengatakan bahwa:

“Kami menyarankan agar kebijakan ketertiban dan ketentraman
pasar ini lebih efektif dengan membuat lebih jelas, seperti meningkatkan
fasilitas dan kebersihan pasar, dan membuat area khusus untuk pedagang
kaki lima agar tidak mengganggu jalan. Untuk menanggapi keluhan
masyarakat, pemerintah dan pengelola pasar harus membuka forum diskusi
yang lebih terbuka, seperti pertemuan teratur dan kotak saran yang benar-
benar ditindaklanjuti. Peraturan ini juga perlu diperbaiki, seperti sistem
pengawasan yang lebih ketat tetapi tetap adil bagi pedagang. Di masa
mendatang, kami berharap ada perubahan kebijakan yang menertibkan dan
menawarkan solusi yang lebih baik bagi pedagang dan pengunjung untuk
menjaga pasar tetap ramai, tertib, dan nyaman untuk semua orang ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret
2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami selalu berupaya menegakkan kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan masukan dari
pengunjung pasar dan pedagang. Kami menerima berbagai keluhan dan
saran, yang kemudian kami sampaikan kepada pihak terkait, seperti
pemerintah daerah atau PUD Kota Medan, melalui laporan rutin dan
koordinasi langsung. Proses penyampaian umpan balik dilakukan secara
berkala dalam rapat evaluasi agar kendala di lapangan dapat segera
ditindaklanjuti. Untuk meningkatkan kepatuhan pedagang dan pengunjung
terhadap peraturan ini, kami menilai bahwa perlu adanya sosialisasi yang
lebih intensif, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta pendekatan
persuasif agar kebijakan dapat diterapkan tanpa menghambat aktivitas
ekonomi mereka ”.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

4.2.1.1 Adanya ldentifikasi Masalah
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai
pihak di Pasar Tradisional Marelan maupun di PUD Pasar Medan, terlihat
bahwa permasalahan ketertiban dan ketentraman umum di pasar ini sangat
kompleks dan melibatkan banyak faktor. Teori identifikasi masalah
menunjukkan bahwa untuk memahami suatu permasalahan, perlu dilakukan
analisis terhadap berbagai perspektif yang ada. Dalam hal ini, pedagang,
pembeli, dan pihak berwenang memiliki pandangan yang berbeda mengenai
penyebab ketidaktertiban. Pedagang mengeluhkan penertiban yang tidak
konsisten dan kurangnya solusi yang jelas, sementara pembeli merasakan
dampak langsung dari ketidakteraturan, seperti kemacetan dan kebersihan
yang buruk. Di sisi lain, pihak berwenang berusaha menegakkan peraturan
namun menghadapi tantangan dalam hal kesadaran pedagang dan
keterbatasan lahan relokasi. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi
masalah tidak hanya melibatkan pengamatan terhadap pelanggaran yang
terjadi, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika
sosial dan ekonomi yang ada di pasar. Oleh karena itu, pendekatan yang
lebih kolaboratif dan komunikatif antara semua pihak diperlukan untuk
mencapai solusi yang adil dan efektif, serta menciptakan lingkungan pasar

yang lebih tertib dan nyaman.

4.1.2.2 Adanya Formulasi Kebijakan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai

pihak terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban pasar di Pasar
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Tradisional Marelan, terlihat bahwa proses formulasi kebijakan ini
melibatkan pertimbangan yang kompleks antara kepentingan pedagang,
pengunjung, dan kelancaran lalu lintas. Teori formulasi kebijakan
menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak dalam proses
pengambilan Keputusan. Hal ini tercermin dalam keterlibatan aparat
pemerintah, perwakilan pedagang, serta masyarakat dalam merumuskan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Meskipun demikian, terdapat
kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di
lapangan, di mana banyak pedagang merasa tidak dilibatkan secara aktif dan
fasilitas yang disediakan masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan zona khusus bagi pedagang
kaki lima, tantangan dalam penerapan kebijakan dan kurangnya komunikasi
yang efektif dapat menghambat tujuan utama kebijakan, yaitu menciptakan
pasar yang tertib dan nyaman. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian
kebijakan yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan, menjadi kunci untuk mencapai hasil
yang lebih adil dan efektif dalam pengelolaan pasar tradisional.

Solusinya meliputi peningkatan partisipasi aktif pedagang dalam
perumusan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan
lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan mereka. Diperlukan
juga koordinasi yang lebih intens antara dinas terkait, Satpol PP, dan
pengelola pasar untuk menyusun serta menindaklanjuti standard operating

procedures (SOP) yang jelas dan konsisten. Selain itu, peningkatan fasilitas
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pendukung seperti penyediaan zona relokasi berjualan khusus, perbaikan
infrastruktur, dan penyediaan sarana penunjang lainnya serta sosialisasi
yang efektif kepada seluruh stakeholder akan memperlancar perumusan
kebijakan.

Manfaat dari pelaksanaan kebijakan ini antara lain terciptanya
lingkungan pasar yang tertib, nyaman, dan aman yang mendukung
pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan pengunjung dan
pedagang, meskipun pada awalnya mungkin diperlukan biaya pemasok
yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas
aparat. Namun, dalam jangka panjang, biaya tersebut dapat diimbangi

dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional di pasar.

4.1.2.3 Adanya Implementasi Kebijakan

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa
implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional
Marelan menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan teori
implementasi kebijakan, yang menekankan pentingnya keselarasan antara
perumusan kebijakan dan praktik di lapangan. Meskipun pihak PUD Pasar
Kota Medan dan aparat keamanan, seperti Satpol PP, telah mengambil
tindakan strategis untuk menegakkan aturan, seperti sosialisasi dan penataan
area jualan, masih ada kendala besar, seperti kurangnya pemahaman
pedagang tentang kebijakan, keterbatasan lahan, dan kurangnya diskusi

yang efektif antara semua pemangku kepentingan yang
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terlibat. Pedagang mengatakan bahwa penertiban berkonsentrasi pada
tindakan represif daripada mencari solusi jangka panjang, Yyang
menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan untuk menciptakan
ketertiban dan kenyamanan dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk
mencapai pengelolaan pasar yang lebih efisien dan adil, evaluasi dan
penyesuaian kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak
sangat penting. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya
diukur dari Kketertiban, tetapi juga dari kesejahteraan pedagang dan
pengalaman berbelanja yang nyaman bagi pengunjung pasar atau

konsumen.

4.1.2.4 Adanya Pendekatan Sistem

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai
pihak terkait kebijakan ketentraman dan Kketertiban pasar di Pasar
Tradisional Marelan, dapat dianalisis bahwa penerapan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 mencerminkan pendekatan sistem yang
melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, termasuk PUD Pasar
Kota Medan, Satpol PP, aparat kepolisian, pedagang, dan pengunjung.
Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait dalam
menciptakan ketertiban dan kenyamanan di pasar. Koordinasi yang
dilakukan melalui rapat rutin, sosialisasi, dan komunikasi langsung
menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan partisipasi

masyarakat dalam mendukung kebijakan. Namun, masalah seperti
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kekurangan dana, ketidaksetujuan pedagang terhadap aturan baru, dan
kurangnya kesadaran pengunjung akan tanggung jawab bersama untuk
kebersihan dan ketertiban menunjukkan bahwa sistem ini masih perlu
diperkuat. Dalam penyelesaian konflik, pendekatan dialogis diutamakan
karena upaya untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum
dan pendekatan humanis, yang penting untuk kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat
bergantung pada kerja sama yang efektif dari semua pihak yang terlibat dan
pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial yang sedang
berlangsung.

Peran PUD Pasar Medan, Satpol PP, dan aparat keamanan sangat
penting dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan. PUD Pasar Medan
bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar, penyediaan fasilitas
pendukung seperti tempat sampah dan zona khusus pedagang kaki lima,
serta sosialisasi kebijakan kepada pedagang dan pengunjung agar aturan
dipahami dan dipatuhi. Satpol PP berperan dalam penegakan hukum,
melakukan pengawasan, serta menindak pedagang atau pengunjung yang
melanggar aturan, seperti berjualan di area terlarang atau menyebabkan
gangguan ketertiban. Aparat keamanan (Koramil/Polisi) mendukung
dengan menjaga keamanan serta menangani potensi konflik antar actor yang
terlibat di Pasar Tersebut. Dengan koordinasi yang baik antara ketiga

stakeholder ini, pasar dapat menjadi lebih tertib dan nyaman bagi pedagang
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maupun masyarakat, tetapi jika koordinasi lemah, kebijakan ini sulit

diterapkan secara optimal.

4.1.2.5 Adanya Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait evaluasi
kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar
Tradisional Marelan, dapat dilihat bahwa prosedur evaluasi kebijakan ini
menunjukkan betapa pentingnya menggunakan indikator kinerja yang jelas
dan relevan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Tingkat
kepatuhan pedagang, kelancaran aktivitas pasar, dan kenyamanan
pengunjung adalah beberapa indikator yang menunjukkan upaya untuk
mengukur dampak kebijakan secara menyeluruh. Namun, tantangan yang
dihadapi, seperti kurangnya keterlibatan pedagang dalam proses evaluasi
dan ketidakpuasan terhadap penataan pasar, mengindikasikan bahwa
evaluasi yang dilakukan masih perlu diperbaiki. Responden, baik dari pihak
PUD Pasar maupun pedagang, menekankan perlunya komunikasi yang
lebih baik dan keterlibatan langsung dalam evaluasi untuk memastikan
bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga
pada kesejahteraan pedagang dan kenyamanan pengunjung. Selain itu,
evaluasi kebijakan harus bersifat dinamis dan inklusif, melibatkan semua
pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena
pengawasan yang kurang efektif dan respons yang lambat terhadap

pelanggaran menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi dan penegakan
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hukum perlu diperkuat agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan
menguntungkan semua pihak.

Kebijakan yang diterapkan di Pasar Tradisional Marelan bertujuan
untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum dengan menata
kembali lokasi berjualan, mengatur lalu lintas di sekitar pasar, serta
meningkatkan kebersihan dan keamanan. Dampaknya, pedagang dan
pembeli dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, risiko kemacetan dan
konflik antar pedagang berkurang, serta lingkungan pasar menjadi lebih
tertib dan sehat. Kepatuhan terhadap kebijakan ini dilaksanakan karena
mendukung kenyamanan bersama, mencegah potensi gangguan keamanan,
serta memastikan pasar tetap menjadi pusat ekonomi yang kondusif. Selain
itu, harapannya adalah pasar dapat berkembang lebih baik dengan
peningkatan daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan, serta memberikan

manfaat ekonomi yang lebih stabil bagi pedagang setempat.

4.1.2.6 Adanya Umpan Balik dan Penyesuaian
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait
kebijakan keamanan dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelan, dapat
dianalisis bahwa umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan
memainkan peran krusial dalam proses penyesuaian kebijakan. Responden,
termasuk pedagang dan pengunjung, mengungkapkan berbagai keluhan
terkait penataan lapak, penertiban yang mendadak, dan kurangnya fasilitas

pendukung, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum
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sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Pihak PUD Pasar Kota Medan
dan Satpol PP menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendengarkan
masukan ini dan berupaya melakukan penyesuaian, seperti revisi tata letak
lapak dan penyesuaian jam operasional, untuk meningkatkan kenyamanan
dan aksesibilitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi
dan kecepatan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan, yang
mengindikasikan perlunya mekanisme umpan balik yang lebih efektif dan
terstruktur. Dengan membuka forum diskusi yang lebih terbuka dan
melibatkan pedagang dalam proses evaluasi, diharapkan kebijakan dapat
disesuaikan secara lebih responsive. Hal ini sejalan dengan teori umpan
balik yang menekankan pentingnya interaksi dua arah antara pengambil
kebijakan dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dan jelas.
Efektivitas kebijakan yang diperbaiki sangat dipengaruhi oleh
umpan balik dan penyesuaian kebijakan keamanan dan ketertiban di Pasar
Tradisional Marelan. Jika kebijakan awal tidak berjalan sesuai dengan
harapan, masukan dan evaluasi dari pedagang, pembeli, dan pihak terkait
dapat digunakan untuk membuat aturan lebih sesuai dan mudah diterapkan.
Misalnya, jika aturan zonasi toko menghalangi akses pelanggan, tata letak
dapat diubah untuk menjadi lebih fleksibel tanpa mengorbankan ketertiban.
Kebijakan yang diperbaiki akan lebih efektif dalam menciptakan pasar yang
aman, aman, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dengan adanya

penyesuaian yang responsif terhadap kondisi di lapangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional
Marelan menunjukkan bahwa ada sejumlah masalah yang belum diselesaikan,
hal ini disebabkan oleh keengganan pedagang kaki lima terhadap kebijakan ini.
Kemudian, kebijakan yang dilaksanakan tidak mencapai tujuan. Meskipun
peraturan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman, aman, dan
nyaman, masih ada masalah dengan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian
ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketertiban dan ketentraman umum
di Pasar Tradisional Marelan sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor.

1. ldentifikasi masalah menunjukkan adanya Kketidaksesuaian antara

kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan, di mana
pedagang, pembeli, dan pihak berwenang memiliki pandangan yang
berbeda mengenai penyebab ketidaktertiban.

2. Formulasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan

menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara
kepentingan pedagang dan kenyamanan pengunjung, namun masih

terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.
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Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di
Pasar Tradisional Marelan kurang efektif karena sanksi yang tidak tegas
diberikan kepada pedagang atau masyarakat yang melanggar. Dalam hal
penerapan aturan, dinas terkait, Satpol PP, dan pengelola pasar belum
bekerja sama dengan baik. Beberapa faktor utama dapat digunakan
untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan. Salah satunya adalah
seberapa baik kebijakan menjaga ketertiban dan ketentraman dan
seberapa konsisten penegakan hukuman terhadap pelanggar. Selain itu,
koordinasi antara dinas terkait, Satpol PP, dan pengelola pasar sangat
penting untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan baik, yang juga
merupakan indikator penting dalam mendukung keberhasilan.
Pendekatan sistem yang melibatkan kolaborasi dan partisipasi
masyarakat menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama untuk
menciptakan ketertiban pasar. Untuk memastikan bahwa kebijakan
tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada
kesejahteraan pedagang dan kenyamanan pengunjung, evaluasi
kebijakan yang dilakukan menunjukkan betapa pentingnya indikator
kinerja yang jelas dan keterlibatan pedagang dalam proses evaluasi.
Umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat
penting dalam proses penyesuaian kebijakan. Meskipun pihak PUD
Pasar Kota Medan dan Satpol PP menunjukkan kesadaran akan

pentingnya mendengarkan masukan, masih terdapat tantangan dalam



65

hal transparansi dan kecepatan tindak lanjut terhadap masukan yang
diberikan. Oleh karena itu, mekanisme umpan balik yang lebih efektif

dan terstruktur diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan

berdasarkan yang penulis alami selama penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Pihak PUD Pasar Kota Medan, pengelola pasar dan aparat keamanan
harus lebih banyak berkomunikasi dan memberi tahu pedagang dan
pengunjung tentang kebijakan yang ada. Pertemuan rutin dan forum
diskusi dapat menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dan
keluhan dari semua pihak.

2. Penataan area jualan yang lebih fleksibel dan penyediaan fasilitas
pendukung, seperti tempat sampah dan area parkir yang memadai, perlu
diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan
pedagang.

3. Penegakan aturan harus dilakukan dengan cara yang humanis dan
persuasif oleh pihak berwenang, seperti pengelola pasar, PUD Pasar
Kota Medan, dan personel keamanan lainnya. Ini akan memastikan
bahwa pasar tetap tertib.

4. Masyarakat, termasuk pengunjung pasar, perlu diberikan pemahaman
tentang tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
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DRAFT WAWANCARA

| PARSERA N
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA ME | ceeadnt
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN

1. Identitas Peneliti
a. Nama : Salsabilla
b. NPM : 2103100026

2. Identitas Narasumber

a. Nama

b. Jenis Kelamin :
c. Umur

d. Pekerjaan

e. Alamat

3. Kategorisasi penelitian
Subjek penelitian : Plt. Direktur Utama atau Koordinator Perusahaan Umum
Daerah (PUD) Pasar Kota Medan
Pertanyaan :
1. Identifikasi Masalah
a. Menurut Bapak, bagaimana kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam
mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima
di Pasar Tradisional Marelan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
10 Tahun 20217
b. Menurut Bapak, masalah apa saja yang terjadi dalam penertiban pasar di

Pasar Tradisional Marelan?



C.

Menurut Bapak, bagaimana keberadaan pedagang terhadap kenyamanan
pengunjung pasar dan aktivitas pengguna jalan di Pasar Tradisional
Marelan tersebut?

Menurut Bapak, sejauh mana partisipasi masyarakat maupun pedagang kaki
lima berperan dalam permasalahan penertiban kawasan yang ada di Pasar

Tradisional Marelan?

2. Formulasi Kebijakan

a.

Apa saja pertimbangan yang Bapak ambil dalam menindaklanjuti kebijakan
pedagang kaki lima terkait ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?
Menurut Bapak, apakah ada penetapan zona yang diperbolehkan untuk
pedagang kaki lima berjualan di Pasar Tradisional Marelan? Jika iya, bisa
dijelaskan penetapan zona nya pak?

Menurut Bapak, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam
proses penertiban pedagang di Pasar Tradisional Marelan ini?

Apakah ada fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk
penertiban di Pasar Tradisional Marelan?

Menurut Bapak, Apakah penyediaan fasilitas sudah memadai bagi
Pedagang untuk berjualan di Pasar Tradisional Marelan?

Menurut Bapak, bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan
dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pedagang dan pengunjung

pasar?

3. Implementasi Kebijakan

a.

b.

Menurut Bapak, apa langkah-langkah yang diambil untuk
mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun
2021 tentang kententraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional
Marelan?

Menurut Bapak, Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses
implementasi kebijakan di Pasar Tradisional Marelan?



€.

Menurut Bapak, Sejauh mana keterlibatan tim PUD Pasar Kota Medan
dengan aparat keamanan dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini di
Pasar Tradisional Marelan?

Apakah ada SOP dalam penertiban Pasar Tradisional Marelan?

4. Pendekatan Sistem

a.

Menurut bapak, siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 tentang ketentraman
dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini, dan kalau boleh tau
apa peran mereka?

Bagaimana garis koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan
kebijakan di Pasar Tradisional Marelan?

Apakah ada sosialisasi ke para pedagang terkait Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 tahun 2021 terkait ketentraman dan ketertiban umum?
Menurut Bapak, apakah ada konteks sosial dan ekonomi bagi Pedagang dan
pengunjung pasar yang mempengaf‘qhi implementasi kebijakan ini di Pasar
Tradisional Marelan? .\'_

Menurut bapak, Bagaimana proses koordinasi antara berbagai pihak,
termasuk pedagang dan pengunjung p§sm serta pihak berwenang dalam
pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 terkait
ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?

Menurut Bapak, apakah ada langkah-langkah untuk mengatasi konflik yang
muncul antara aktor-aktor yang terlibat di Pasar Tradisional Marelan?
Apakah ada kendala terkait keterbatasan dana dalam implementasi Perda

ini?

5. Evaluasi Kebijakan

a.

Menurut Bapak, apakah ada indikator utama kinerja yang ditetapkan untuk
menilai keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10



tahun 2021 terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional
Marelan ini?

b. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Kantor PUD terhadap
pelaksanaan Perda ini?

¢. Menurut Bapak, sejauh mana hasil evaluasi kebijakan ini mempengaruhi
keputusan-keputusan selanjutnya untuk kenyamanan pedagang dan
pengunjung pasar di Pasar Tradisional Marelan?

d. Seberapa sering Bapak mengunjungi anggota tim operasional pasar di Pasar
Tradisional Marelan untuk mengevaluasi hasil kinerja kerja mereka secara
langsung dalam menertibkan kenyamanan pasar tersebut?

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

a. Menurut Bapak, apa saja keluhan dari pedagang yang paling sering diterima
terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional
Marelan, dan bagaimana Bapak menanggapi keluhan tersebut?

b. Apakah ada contoh konkret penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan
berdasarkan umpan balik yang diterima dari pedagang atau masyarakat?
Jika iya ada, seperti apa contohnya pak?

c. Menurut bapak, jika masi ada keluhan bagi pedagang, pengunjung pasar
maupun pengguna jalan, apakah bapak akan menampung dan
mengumpulkan masukan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan?

Subjek penelitian : Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Marelan
1. Identifikasi Masalah
a. Menurut Bapak/Ibu, Apakah kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam
mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima
di Pasar Tradisional Marelan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
10 Tahun 2021 sudah diterapkan?



b. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keluhan dari pelanggan atau pengunjung
pasar yang diterima terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar
Tradisional Marelan?

¢. Menurut Bapak/Ibu, masalah yang terjadi dalam penertiban pasar di Pasar
Tradisional Marelan sudah dilakukan oleh pihak berwenang seperti PUD
Pasar Kota Medan maupun pengelola Pasar?

d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keluhan dari pedagang lainnya atau
pengunjung pasar yang diterima terkait ketentraman dan ketertiban umum
di Pasar Tradisional Marelan?

e. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana partisipasi Pihak PUD Pasar Kota Medan
maupun pengelola pasar berperan aktif dalam mengadakan sosialisasi
tentang permasalahan penertiban kawasan yang ada di Pasar Tradisional
Marelan?

2. Formulasi Kebijakan

a. Apakah Bapak/Ibu keberatan dalam pertimbangan Keputusan yang
dilakukan oleh Pihak PUD Pasar Kota Medan dalam menindaklanjuti
kebijakan pedagang kaki lima terkait ketertiban umum di Pasar Tradisional
Marelan? Jika ya, bagaimana pendapat Solusi Bapak/Ibu ambil tentang
kebijakan tersebut?

b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penetapan zona yang diperbolehkan
untuk pedagang kaki lima berjualan di Pasar Tradisional Marelan? Jika iya,
bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Kel;ijakan penetapan zona yang
diterapkan oleh Pihak PUD Pasar Kota atau pengelola pasar di Pasar
Tradisional Marelan?

¢. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemangku kepentingan yang terlibat dalam
proses penertiban pedagang di Pasar Tradisional Marelan ini secara
langsung turun ke lapangan? Jika iya, Bapak/Ibu dilibatkan juga dalam
proses diskusi atau diberi sosialisasi sebelum peraturan ini diterapkan di

Pasar Tradisional Marelan?



d. Menurut Bapak/Ibu, Apakah fasilitas yang disediakan oleh pihak PUD
Pasar Kota Medan atau pengelola pasar sudah memenuhi standar untuk
pedagang berjualan dalam menciptakan ketentraman dan kenertiban di
Pasar Tradisional Marelan? Jika iya, apa saja fasilitas yang diberikan?

e. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana merasa bahwa kebijakan yang
dilaksanakan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pedagang dan
pengunjung pasar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
pedagang kaki lima di pasar ini?

3. Implementasi Kebijakan

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak PUD
Pasar Kota Medan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang kententraman dan ketertiban umum
sudah efektif terlaksana di Pasar Tradisional Marelan?

b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses
implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar
Tradisional Marelan?

c. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu melihat keterlibatan tim PUD Pasar Kota
Medan dengan aparat keamanan dalam mendukung implcmentas-i kebijakan
ini?

d. Bagaimana Bapak/Ibu mengukur keberhasilan hasil kerja tim PUD Pasar
Kota Medan mengimplementasi kebijakan ini di Pasar Tradisional
Marelan?

e. Apakah Bapak/Ibu mengetahui SOP pihak PUD Pasar Kota Medan? Jika
iya, apa sudah sesuai SOP nya dalam penertiban Pasar Tradisional Marelan?

4. Pendekatan Sistem

a. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini, dan

kalau boleh tau apa peran mereka?



b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana garis koordinasi antara berbagai pihak
dalam pelaksanaan kebijakan di Pasar Tradisional Marelan? apakah ada
ruang diskusi atau penyampaian pendapat dari berbagai pihak sebelum
dilakukannya pelaksanaan kebijakan ini?

c. Apakah ada sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2021 tentang kententraman dan ketertiban umum di Pasar ini?

d. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pihak PUD Pasar Kota Medan atau
aparat keamanan dalam mengatasi konflik yang muncul antara aktor-aktor
yang terlibat di Pasar Tradisional Marelan?

e. Menurut Bapak/Ibu, apakah pihak PUD Pasar Kota Medan atau aparat
keamanan bisa menciptakan suasana yang kondusif lebih baik di Pasar
Tradisional Marelan?

f. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kendala dana yang diberikan dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun
2021 ini?

. Evaluasi Kebijakan

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah indikator utama kinerja PUD Pasar Kota
Medan yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan kebijakan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 terkait ketentraman dan
ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan sudah dilaksanakan?

b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada perubahan yang diharapkan berdasarkan
hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kantor PUD Pasar Kota Medan terhadap
pelaksanaan Perda ini?

c. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana hasil evaluasi kebijakan ini
mempengaruhi  keputusan-keputusan selanjutnya untuk kenyamanan
pedagang dan pengunjung pasar di Pasar Tradisional Marelan?

e. Menurut Bapak/Ibu, seberapa sering pihak PUD Pasar Kota Medan

mengunjungi anggota tim operasional pasar di Pasar Tradisional Marelan



untuk mengevaluasi berkala hasil kinerja kerja mereka secara langsung

dalam menertibkan kenyamanan pasar tersebut?

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

a. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana keluhan dari pedagang yang paling sering

diterima terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar
Tradisional Marelan, dan bagaimana Bapak/Ibu menanggapi respon dari
Pihak PUD Pasar Kota Medan atau apart keamanan tersebut?

. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa penyesuaian kebijakan Perda ini dapat

meningkatkan kondisi di pasar? Apa saja contoh konkret penyesuaian
kebijakan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima dari
pedagang atau pengunjung pasar? Jika iya ada, seperti apa contohnya?

. Menurut Bapak/Ibu, apakah pihak PUD Pasarr Kota Medan menampung

dan mengumpulkan masukan dari pedagang maupun pengunjung pasar
terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021

di Pasar Tradisional Marelan?

. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap proses umpan balik dan penyesuaian

kebijakan perda ini di masa mendatang?

Subjek penelitian : Pengunjung Pasar selaku Masyarakat atau Pembeli

1.

Identifikasi Masalah
a. Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah yang ditemui saat berkunjung ke

Pasar Tradisional Marelan?

b. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menemukan bahan

pokok yang diinginkan karena kondisi Pasar Tradisional Marelan yang

tidak nyaman?



C.

d.

Menurut Bapak/Ibu, Sejauh mana merasa bahwa ketentraman dan
ketertiban di pasar ini terjaga? Apakah ada kejadian yang pernah Bapak/Ibu
saksikan? Jika ada, tolong beri contohnya?

Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di

luar area pasar mempengaruhi kenyamanan pengunjung?

. Formulasi Kebijakan

a.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
20217 Jika ya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan tersebut?
Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sebagai pembeli yang seharusnya lebih diperhatikan
untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja di pasar?

Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan peraturan daerah ini
mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum saat berbelanja di pasar
Tradisional Marelan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah atau pihak berwenang seharusnya
lebih melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tentang

ketentraman dan ketertiban pasar?

. Implementasi Kebijakan
a. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat petugas pasar atau apparat keamanan

berwenang menertibkan pedagang atau pengunjung yang melanggar aturan
di Kawasan Pasar Tradisional Marelan?

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu menilai komunikasi antara pedagang dan
pengunjung Pasar Tradisional Marelan terkait dengan aturan yang ada?
Apakah ada dialog yang baik antara keduanya?

Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kebijakan Perda ini memperhatikan
kebutuhan pengunjung, seperti kenyamanan dan kemudahan berbelanja?
mengapa?

. Pendekatan Sistem



a. Siapa saja yang Bapak/Ibu lihat turun ke lapangan berperan dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelan?

b. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana peran masyarakat (pengunjung) dalam
menjaga ketertiban dan kebersihan di Pasar Tradisional Marelan?

c. Menurut Bapak/Ibu, apa konteks sosial yang dirasakan dapat
mempengaruhi pengalaman berbelanja di Pasar Tradisional Marelan?

d. Bagaimana Bapak/Ibu menilai interaksi antara pedagang, pengunjung, dan

petugas pasar dalam menciptakan suasana yang nyaman?

5. Evaluasi Kebijakan

a. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektifkah Peraturan Daerah ini dalam
meningkatkan ketertiban di Pasar Tradisional Marelan?

b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada perubahan yang diharapkan dari kebijakan
Perda ini berdasarkan pengalaman berbelanja di pasar? Jika ada, apa yang
seharusnya diubah?

c. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada aspek dari peraturan daerah ini yang tidak
berjalan dengan baik dipasar Tradisional Marelan? Jika iya, apakah ada
perlu dilakukannya evaluasi berkala terkait mengukur efektivitas kebijakan
Perda ini?

d. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami situasi di mana kebijakan Perda ini
tidak diikuti? Bagaimana Bapak/Ibu menilai respons petugas pasar atau
pihak aparat keamanan dalam situasi tersebut?

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

a. Jika diberikan kesempatan, apa saran Bapak/Ibu agar kebijakan
ketentraman dan ketertiban di Pasar Tradisional Mrelan ini lebih efektif?

b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya pemerintah dan pengelola pasar
merespons keluhan masyarakat terkait kebijakan Perda ini?



c. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau
ditambahkan dalam peraturan ini? Jika ada, harapan penyesuaian kebijakan
Perda yang bagaimana yang diharapakan di masa mendatang?

Subjek penelitian : Petugas Satpol PP

1. Identifikasi Masalah

a. Menurut Bapak/Ibu, Sejauh mana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
ini sering terjadi di pasar Tradisional? Dapatkah memberikan contohnya?

b. Bagaimana Bapak/Ibu mengidentifikasi masalah yang ada di Pasar
Tradisional Marelan sebelum turun langsung ke lapangan? Apakah ada data
atau laporan yang tersampaikan?

¢. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respons pedagang dan masyarakat saat
dilakukan penertiban? apakah ada perlawanan atau protes? '

d. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan terbesar yang dilakukan dalam
menegakkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini?

2. Formulasi Kebijakan

a. Menurut bapak/Ibu, apakah kebijakan yang diterapkan saat ini sudah cukup
jelas dan sesuai dengan kondisi di Pasar Tradisional Marelan?

b. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana koordinasi antara Satpol PP dengan pihak
yang berwenang lainnya, seperti pengelola pasar dan pemerintah daerah
dalam menyusun kebijakan Perda ini?

c. Menurut Bapak/lbu, apakah ada aturan atau prosedur teknis yang
seharusnya ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas penertiban
pedagang kaki lima maupun pengunjung pasar di Pasar Tradisional

Marelan? Jika ada, bagaimana proses prosedur teknisnya?



d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada program sosialisasi terlebih dahulu yang
diberikan kepada masyarakat dan pedagang terkait aturan ketentraman dan
ketertiban umum ini sebelum diberlakukan?

3. Implementasi Kebijakan

a. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan operasi penertiban di Pasar
Tradisonal Marelan ini, dan apakah ada perbedaan dalam penerapannya
pada hari-hari tertentu?

b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara kerja Satpol PP dalam mengawasi dan
menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional
Marelan? langkah pertama seperti apa yang dilakukan?

c. Menurut Bapak/Ibu Apakah ada sistem sanksi atau tindakan tertentu yang
diterapkan bagi pelanggar yang melanggar aturan ketentraman dan
ketertiban umum di Pasar Tradsional Marelan?

4. Pendekatan Sistem

a. Apakah Satpol PP saja yang hanya turun untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban di Pasar Tradisional Marelan? atau ada actor terlibat lainnya yang
berkerjasama dengan satpol pp di Pasar Tradisional Marelan?

b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara mengatasi tantangan yang dihadapi
dalam melibatkan pengunjung pasar maupun pedagang kaki lima untuk
menjaga kenyamanan dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelan?

c. Bagaimana Bapak/Ibu melihat konteks sosial di sekitar Pasar Tradisional
Marelan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perda ini? adakah faktor-
faktor tertentu yang perlu diperhatikan?

5. Evaluasi Kebijakan

a. Apakah Bapak/Ibu telah menetapkan indikator kinerja untuk menilai
keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar
Tradisional Marelan ini?

b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah akan ada perubahan yang jelas dalam perilaku
pedagang dan pengunjung pasar setelah kebijakan ini diterapkan?



¢. Apakah Bapak/Ibu menemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap
aturan selama evaluasi kebijakan ini? Bagaimana penanganan yang
dilakukan kedepannya?

d. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana menilai respons masyarakat dan pedagang
terhadap kebijakan Perda ini? Apakah mereka mendukung atau ada
penolakan terhadap aturan yang sesuai dengan tujuan kebijakan?

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

a. Menurut Bapak/Ibu, Sejauh mana masukan dari pengunjung pasar dan
pedagang dipertimbangkan terkait kebijakan Perda yang sedang berjalan
ini?

b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses penyampaian umpan balik dari
Satpol PP ke pemerintah daerah atau pihak PUD Kota Medan terkait
kendala di Pasar Tradisional Marelan?

c. Menurut Bapak/lbu, penyesuaian apa yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan kepatuhan pedagang dan pengunjung pasar terhadap
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini di masa mendatang?

Demikianlah draft wawancara ini dibuat sebagai indikator dan parameter

peneliti dalam mencari informasi di lapangan.

Medan, 6 Februari 2025

Hormat saya,

Peneliti

B

Salsabilla
2103100026
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Nama mahasiswa : SALSABILLA

NPM : 2103100026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
PASAR TRADISIONAL MARELAN

Pembimbing : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku
pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar
di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 022.21.310 tahun 2024.

3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila
tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 13 Djumadil Awwal 1446 H
15 November 2024 M

¥

G

NIDN. (030017402
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s e
Tembusan :
1. Ketua Program Studi [lmu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Agensl Kelayakan Malaysia  §5 e
“m Malayuan Qualifications Agency
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PERMOHONAN .
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Kepada Yth. i Medan, .. 6 TMUM 2008
Bapak Dekan FISIP UMSU '
di -
Medan. b
Yo
. Assalamu alaikum wr. wb. *
Den fran honmat; saya yang bcrtanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
[Imu Politik UMSU :
Nama lengkap ga‘ga\"“q
NPM 2,101[000?.8
Program Studi u‘““ Pémn m"g‘ P"H‘k

mengajukan pcnnohona.n menglkun Seminar Proposal Skl'lp‘il yang ditetapkan dengan Surat
Pencéapan Judul Sknpip dan Pcmblmbtng Nomor,0%: 2V ¥9SK/IL3, AU/UMSU-03/F/20.23.. tanggal
- ; . .dengan judul sebagai berikut :

1m?lame.&as. femmn Daerok YW- ffleam Nowor [0 Tol\m 2021
1 k@‘tb‘*&famw Aﬂﬁ Kﬁ'ttf-'nbw _UP-\JM A. Pagn- Tl'mdns.wd

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Surat Penetapan Judul Skripsi (SE-1);

Surat Penetapan Pembim bing (SK-2);

DKAM (Transkip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;

Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;

Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalamn;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;

Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - .a)
Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warza BIRU.

Dcmlhzmlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutmya Atas perhatian Bapak saya
ucaplkan terima kasih, Wassalam.

Pﬁr-!pyl_-hwtdr-a
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 37/UND/II.3. AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : limu Administiasi Publik
Hari, Tanggal ¢ Jum'at, 10 Januari 2025
Waktu :  08.00 WIB s.d. selesai
Tempat :  AULAFISIP UMSU Lt. 2

Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

IMPLEMENTAS! UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG

Dr. JEHAN RIDHO -
% |MAIDAH MUTIARA GEA 2103100067 | 1711aReYAH, 5,505, .S NALIL KHAIRIAH, S.1P., MPd, 'PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
| . Dr. DEDI AMRIZAL, S.5os, . IMPLENENTAS! PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
27 |<RINA APRILIA neA MSI, NHERDIL S Fa MEY PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
A IMPLEMENTAS! PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2017
28 oWl RITANTI 2103100069 e NALIL KHAIRIAH, 1P, MPd. TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN D! KOTA
_ . BINJA
NALLL KHARIAH, 5P IMPLEMENTAS! PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NCMOR 10 TAHUN
» lsALsaBiLA 2103100026 einig RAFIEQAH NALAR RIZKY, §.50s,, MA, 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN DI PASAR
MPd. TRADISIONAL MARELAN

30 —
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NDANGAN/PANGGILAN UJIAN

PSI

Assoc. Prof.

RIFIN SALEH., MSP.

Nomor:  T25/UND/IL3 AULMSU-03/F/2025
Pogram Studi limu Adirinistras] Publik
Hari, Tanggal Rabu, 23 April 2025
Wakiu 08.00 WIB 5.4, Solesai
Tempat Aula FISIP UMSU Lt 2
Nomor Pokck TIM PENGUJI
Mo, Nama Mahasiswa Judul Ujlan Tugas Akhir
¢ Mahasiswa PENGUJII PENGUJIII PENGUJI Il u :
E . - e vns IRAFIEQAH NALAR RIZKY, JAGUNG SAPUTRA, SS.0s,| EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PEMBUATAN
B | SIOVAIEA f [ 200100000 fsvaeruoom, s.cs, S.508, MA. MAP. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU! DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
" _ "NPLEMENTAST PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021
7 louuanasrontive » | 2103100034 [ANANDA ;w?.ma_? AGUNG BAPUIRA. 8008, mmm_mgx NALAR RIZKY. |-\ 1ANG PERAN DESA DALAM INTERVENS| PENURUNAN STUNTING
1 S50 N8 il o, M TERINTEGRASI D: DESA RAYAN
) 1 VPLENETAS| PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
8 | SALSABILLA R . 85,05, |RAFIECAH NALAR RIZKY, | 1411y 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTBAN UMUM DI
4 EHARS S Son; ALK AR = PASAR TRADISIONAL MARELAN
ANANDA MAHARDIKA,  |RAFIEQAH NALAR RiZKY, | .. IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN JAMINAN RESIXO PENANGKAPAN IKAN,
9 |TIARANANDALTAM 4 2103100013 o o0 MiSP 3,508, MA. SYAFRUDDIN, S.S0s, MH | ory 1o iniDAYA [KAN DAN USAHA PERGARAMAN DI KOTA SIBOLGA
0 IMPLEVENTAS] PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN
[ <]
10 | SHINTA INDAH WARDHANA 2103100044 was»rmrwﬂ%s ARFIN Hwﬂzo SAPUTRA, €5.08. ey ArRUDDIN, S.80s, MH | 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
¢ s MSP. : KABUPATEN ACEH TIMUR
Madan, 22 Syawal 1446 H
21 April 2025 M
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

U M s UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggl No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X1/2022

Pusat Administrasi; Jalan Mukhtar Basri No, 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Hphttps:/Mfisip.umsu.acid ™ fisip@umsu.ac.id Humsumedan @umsumedan  EJumsumedan numsumeda_rl_

Unggul | Cerdas | Terpercay,

Bda meniawab surat ind agor
normor aan tanggatnya

Nomor  : 400/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025 Medan, 08 Sya’ban 1446 H
Lampiran : -- 07 Februari 2025 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alatkum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal’afiat serta sukses dalam
menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di
Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : SALSABILLA

NPM 1 2103100026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI PASAR
TRADISIONAL MARELAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian
diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Agens| Kelayakan Malaysia
BAN-PT Silie TG Afaey




PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A, H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Tclepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9/1013
DASAR :1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 400/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025
Tanggal 07 Februari 2025 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian

Mahasiswa.
NAMA . Salsabilla
NIM : 2103100026
JURUSAN . limu Administrasi Publik
JuDUL :  "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan."
LOKASI . 1.PD Pasar Kota Medan 2. Pasar Tradisional Marelan Kota Medan
LAMANYA : 2 (dua) Bulan
PENANGGUNG JAWAB  : Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang
ditetapkan.

2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.

4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email
(brida@medan.go.id).

5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan
ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

w

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

@ Ditandatangani secara elekironik oleh :
Kepala Badan
{¥n Risetdan Inovasi Daerah,

Uy Mansursyah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. [ (IVib)

NIP 196805091989091001
Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
s’ 2. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.,
3. Camat Medan Marelan Kota Medan.
4. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

@ Ba[ai B esar - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

sel’ti’lkESi = UU ITE No. |1 Tahun 2008 Pasal § Ayat | “aformasi Elektronik da/atan Dokmen Elektronik danfaten hasil cetakannya merpakan alat bukti ko yang
Elektronik 4!




PASAR
MEDAN

B e« Uty - DOt

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
KOTA MEDAN 4

Ji. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantal lll Medan - 20212
@ pud.pasarkotamedan W1 pudpasarkotamedan ¥ @pdpasarmedan
Email : pd.pasarkotamedani@gmail.com

PEMERINTAH KOTA MEDAN j),
/

Medan, 65 Maret 2025

Nomor : 0.9 [ IO4E /PUDPKM /2025 Kepada Yth :
Hal : Surat Keterangan lIzin Riset Dekan Fakuktas Ilmu Sosial
dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di-
Medan
Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Saudara tentang Permohonan Riset atas nama sebagai berikut :
No NAMA NIM JURUSAN
1. Salsabilla 2103100026 Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini Direksi PUD Pasar Kota Medan memberikan Izin kepada Mahasiswa/i Saudara untuk
melaksanakan Riset di PUD. Pasar Kota Medan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Riset Mahasiswa/i harus tunduk dan taat kepada Peraturan dan Ketentuan yang
berlaku di PUD. Pasar Kota Medan.

2. Dalam penulisan Laporan Mahasiswa/i terus bekerjasama dengan Pegawai PUD. Pasar Kota Medan agar
tidak terjadi kesalahan data.

3. Pelaksanaan Riset tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya

Tembusan :
1. Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Pertinggal.
 Ficsasariier =

Dipindai dengan
;@ CamScanner’;
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JURUSAN ILMU ADMINISTRAS! PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLMK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Salsabilla

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the
public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Pasar Tradisional Marelan ” has been accepted post-review process and will be
published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank

you for your attention.

Medan, April 14, 2025

Editor In Chief

aidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index
Contact: 082160559891
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